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[ SALINAN 

BUPATI BELITUNG TIMUR 
PROVINS! KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR 
NOMOR 11 TAHUN 2022 

TENTANG 

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA 
BADAN DAERAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BELITUNG TIMUR, 

a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur 
Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan 
Birokrasi; 

b. bahwa Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 59 Tahun 2017 
tentang Susunan Organisasi, Togas, Fungsi dan Tata Kerja 
Badan Kabupaten Belitung Timur sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2019 ten tang 
Perubahan atas Peraturan Bupati Belitung Nomor 59 Tahun 
2017 ten tang Susunan Organisasi, Togas, Fungsi dan Tata 
Kerja Badan Kabupaten Belitung Timur tidak sesuai dan perlu 
diganti; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Susunan Organisasi, Togas, Fungsi dan Tata 
Kerja Badan Daerah; 

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan 
Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, 
Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di 
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268); 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5494); 



Menetapkan 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

I 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

I dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 23 ~ahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Neg~a Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Ind9nesia Tahun 
2016 Nomor 114), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2cj16 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Ind,nesia Tahun 
2019 Nomor 187); 

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur ~egara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang 
Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalalm Jabatan 
Fungsional Tahun 2021 Nomor 525); 

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2921 tentang 
Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah 
untuk Penyederhanaan Birokrasi Tahun 2021 Norrior 546); 

7. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nojor 10 Tahun 
I 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Per9:1gkat Daerah 

Kabupaten Belitung Timur (Lembaran DaeraH Kabupaten 
Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 10, Tambahim Lembaran 
Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 43) lsebagaimana 
telah diubah terakhir dengan Peraturan Daera.h Kabupaten 

I 

Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua 
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timfr Nomor 10 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunf1 Perangkat 
Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bellitung Timur Tahun 2020 Nomor B, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nom1 r 80); 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, 
FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN DAERAH. 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitung 

Timur. 



2. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah 
Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur. 

3. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur. 
4. Bupati adalah Bupati Belitung Timur. 
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabup1ten Belitung 

Timur. . I 
6. Badan adalah unsur pelaksana fungsi penunjrg urusan 

pemerintahan. 
7. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan 

Pengembangan Daerah yang selanjutnya L disingkat 
Bapelitbangda adalah Badan Perencanaan Pe bangunan, 
Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupat~n Belitung 
Timur. I 

8. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Dfya Manusia 
yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan t.epegawaian 
dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Belitung 
Timur. I 

9. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan ~aerah yang 
selanjutnya disingkat BPKPD adalah Badan Pengelolaan 
Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belit g Timur. 

10. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemeri~tahan yang 
menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaann:1" dilakukan 
oleh kementerian negara dan penyelenggara Pfmerintahan 
Daerah untuk melindungi, melayani, memberdJyakan, dan 
menyejahterakan masyarakat. 

11. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah 
profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah 
dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada Instan:Ji emerintah. 

12. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah 
Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerin Kabupaten 
Belitung Timur. I 

13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang! selanjutnya 
disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan clan Belanja 
Daerah Kabupaten Belitung Timur. 

14. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural. 
15. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi 

fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang 
berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu. 

BAB II 
Bappelitbangda 

Bagian Kesatu 
Kedudukan dan Susunan Organisasi 

Pasal 2 

(1) Bapelitbangda berkedudukan sebagai PD yang merupakan 
pelaksana kebijakan di bidang perencanaan, engendalian 
pembangunan, penelitian dan pengembangan Daer 



(2) Bapelitbangda dipimpin oleh Kepala Badan yan berada di 
bawah dan bertanggung jawab kepada Bup ti melalui 
Sekretaris Daerah. 

( 1) Struktur Organisasi Bapelitbangda terdiri dari: 
a. Kepala Badan; 
b. Sekretariat Badan, terdiri atas: 

1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; 
2. Subkoordinator Keuangan; dan 
3. Subkoordinator Perencanaan, Evaluasi dan elaporan. 

c. Bidang Perencanaan, Pengendalian d Evaluasi 
Pembangunan Daerah, terdiri atas: 
1. Subkoordinator Perencanaan dan Pendana ; dan 
2. Subkoordinator Pengendalian, Evaluasi dan elaporan. 

d. Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah, t~rdiri atas: 
1. Subkoordinator Penelitian dan Pengkajian; dp.n 
2. Subkoordinator Pembangunan, Inovasi dan eknologi. 

e. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan M usia, terdiri 
atas: 
1. Subkoordinator Pemerintahan; dan 
2. Subkoordinator Pembangunan Manusia. 

f. Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, lnfrastruktur 
dan Kewilayahan, terdiri atas: I 
1. Subkoordinator Perekonomian dan Sumbe Daya Alam; 

dan 
2. Subkoordinator Infrastruktur dan Kewilay 

g. Kelompok Jabatan Fungsional. 

Bagan Struktur Organisasi Bapelitbangda 
tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagi 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 3 

(2) 

Bagian Kedua 
Tugas dan Fungsi 

Paragraf 1 
Kepala Badan 

Pasal 4 

ebagaimana 
yang tidak 

(1) Kepala Badan sebagaimana dimaksud 3 ayat (1) 
huruf a, mempunyai tugas memimpin, merumus 
membina, mengendalikan, mengoordinasi 
mempertanggungjawabkan keluaran dan hasil pen 
pelaksanaan pembangunan Daerah di bidang perencanaan 
pembangunan, penelitian dan pengembangan. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaks d pada ayat 
( 1), Kepala Badan menyelenggarakan fungsi: 



a. pengoordinasian analisis dan perumusan kebijakan di bidang 
perencanaan pembangunan Daerah secara holis~ik-tematik, 
integratif dan spasial, dalam bidang: I 
1. perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan 

pembangunan manusia; dan I 
2. perencanaan pembangunan bidang perekonomian, sumber 

daya alam, infrastruktur dan kewilayahan. I 
b. perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan, 

pengendalian pembangunan terkait bidang penr1 litian dan 
pengembangan daerah; 

c. perumusan kebijakan terkait bidang pene,itian dan 
pengembangan daerah; I 

d. penyusunan dokumen perencanaan dae~ah jangka 
panjang, jangka menengah, dan jangka tah1tnan, serta 
pengoordinasian dan sinkronisasi hasil forum forum 
perencanaan pembangunan dalam rangka sinergi antara 
dokumen perencanaan jangka panjang, ment.ngah dan 
tahunan serta sinkronisasi dan harmonisasi dengan dokumen 
rencana tata ruang wilayah; I 

e. pengoordinasian dan sinkronisasi kegiatan Pfrencanaan 
pembangunan baik bersifat vertikal (antara Daerah dengan 
Pusat dan Provinsi) maupun horizontal (antara PD), 
pemantauan pembinaan, pembangunan Lmanusia, 
masyarakat, sosial dan budaya, ekonomi dan s her daya 
alam, infrastruktur dan pengembangan wilayah; I 

f. pemantauan pembinaan, penelitian dan pengembangan dan 
pengendalian dan perencanaan pembangunan manusia, 
masyarakat dan kebudayaan, ekonomi dan sJmber daya 
alam, sosial dan budaya, infrastruktur dan perigembangan 
wilayah; dan I 

g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan 
perencanaan pembangunan daerah pene tian dan 
pengembangan. 

Paragraf 2 
Sekretariat 

Pasal 5 

(1) Sekretariat Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) 
huruf b dipimpin oleh Sekretaris yang memptlnyai tugas 
memimpin sekretariat dalam kegiatan adminis~~si umum, 
perencanaan program dan anggaran, serta kertausahaan 
berdasarkan petunjuk pelaksanaan yang berlaku untuk tertib 
kesekretariatan. l 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksu , pada ayat 
( 1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi: I 
a. pengoordinasian dan penyusunan rencana, program dan 

anggaran di Bapelitbangda; / 
b. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang 

meliputi ketatausahaan, kepegawaian, I keuangan, 
kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip 
dan dokumentasi Bapelitbangda; 



(3) 

c. pembinaan dan penataan organisasi dan ta laksana 
Bapelitbangda; I 

d. penyelenggaraan dan pengelolaan barang ~/kekayaan 
negara dan layanan pengadaan barang/jasa di lingkungan 
Bapelitbangda; dan 

e. pengoordinasian pemantauan, evaluasi, pengenralian dan 
penilaian atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan 
Daerah serta kinerja pengadaan barang/jasa milikl negara. 

Sekretaris Badan sebagaimana dimaksud pada ayaJ (1), dalam 
melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab 
langsung kepada Kepala Badan. 

Pasal 6 

Sekretariat Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) 
huruf b, membawahi: 
a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; 
b. Subkoordinator Keuangan; dan 
c. Subkoordinator Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan. 

Pasal 7 

( 1) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 6 huruf a mempunyai tugas me~aksanakan 
pengelolaan urusan umum dan kepegawaian yang menyangkut 
perlengkapan, kerumahtanggaan, surat menyuratl kearsipan 
serta pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkungan 
Bapelitbangda. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksu pada ayat 
(1), Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai ungsi: 
a. pelaksanaan penyusunan rencana kerja; 
b. pengelolaan surat-menyurat dan kearsipan; 
c. pelaksanaan pengelolaan administrasi perjalanan dinas; 
d. pelaksanaan pengusulan pegawai dan pengan~atan dalam 

jabatan; j 

e. perencanaan peningkatan keterampilan pegafai melalui 
pendidikan dan pelatihan teknis, struktural danf ngsional; 

f. pengumpulan data dan penyiapan bahan us 1, kenaikan 
pangkat, kenaikan gaji berkala, pensiun, pemberian 
penghargaan, penempatan formasi, kesejahteraan pegawai, 
mutasi dan pemberhentian pegawai, +tasi dan 
pemberhentian pegawai, diklat, ujian diklat, ujian dinas, izin 
belajar, pembuatan kartu pegawai, asuransi I kesehatan, 
tabungan dan asuransi pensiun, kartu istri/ suami; 

g. penyusunan daftar urut kepangkatan serta pengelolaan 
sistem informasi manajemen kepegawaian; 

h. penyiapan bahan penetapan pengelola keuani.. an daerah, 
bendahara dan bendahara pembantu; 

1. pelaksanaan dan pengaturan fasilitas rapat, pef emuan dan 
upacara, serta melakukan kegiatan keprotokolan dan 
administrasi perjalanan dinas; 

J. pelaksanaan pemeliharaan kebersihan, keindahan, 
keamanan dan ketertiban kantor; 



k. penatausahaan daftar inventaris, arsip dan dokumentasi; 
1. pelaksanaan inventarisasi permasalahan sesuai bi~ang tugas 

Subbagian Umum dan Kepegawaian secara rutin maupun 
berkala sebagai dasar pemecahan masalah; / 

m. pelaksanaan penyusunan laporan Subbagian Jmum dan 
Kepegawaian; 

n. pelaksanaan konsultasi tugas dengan atasan, baik lisan 
maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebiJt lanjut; 

o. pengoordinasian pelaksanaan tugas Subbagian Umum dan 
Kepegawaian melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan 
pendapat; dan 

p. pembuatan laporan hasil pelaksanaan tugas secra berkala 
sebagai bahan evaluasi. 

(3) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimfksud pada 
ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah 
dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Bapelitbanltla. 

Pasal 8 

(1) Subkoordinator Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 
huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyusunE rencana 
anggaran, penatausahaan keuangan, perbendaharaan, dan 
verifikasikeuangan. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
Subkoordinator Keuangan mempunyai fungsi: ll 
a. pelaksanaan penyusunan rencana kerja; 
b. pelaksanaan pengelolaan keuangan Bapelitb gda yang 

meliputi penyimpanan, pengeluaran, pertanggungjawaban dan 
pembukuan; - , 

c. pelaksanaan pengkajian ulang setiap dokumerr/bukti 
pengeluaran uang; I 

d. pelaksanaan pencatatan dan pengarsipan doien/bukti 
pengeluaran uang; 

e. pelaksanaan pengurusan gaji, uang tambahan penghasilan 
ASN dan lainnya; I 

f. penyusunan laporan periodik dan tahunaln tentang 
penerimaan dan pengeluaran keuangan; I 

g. penghimpunan bahan dan pengumpulan data usul rencana 
keuangan; I 

h. penyiapan bahan pembinaan, memberikan petunjuk teknis 
pengelola keuangan; I . 

1. pelaksanaan urusan perbendaharaan, serta vetifikasi dan 
administrasi pengelola keuangan; I 

J. pemberian penilaian pelaksanaan pekerjaan bawaliannya; 
k. pelaksanaan penatausahaan aset Bapelitbangda; I 
1. penghimpunan bahan dan pengumpulan data usul asset; 
m. pelaksanaan penyusunan kebutuhan p~rlengkapan, 

pengadaan, pemeliharaan gedung kantor, peral,tan kantor, 
pengamanan aset, usulan penghapusan aset da., menyusun 
laporan pertanggungjawaban atas barang-barang inventaris; 

n. penyiapan bahan pembinaan, pemberian petu juk teknis 
pengelolaan aset; 



o. pelaksanaan urusan verifikasi dan administrasi pengelolaan 
a set; 

p. pemberian saran dan pertimbangan kepada Sekretaris 
Bapelitbangda tentang langkah dan tindakan yang perlu 
diambil dalam pelaksanaan tugas; 

q. konsultasi pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan 
maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebi lanjut; 

r. pengoordinasian pelaksanaan tugas melalui rapa /pertemuan 
untuk penyatuan pendapat; dan 

s. pembuatan laporan hasil pelaksanaan tugas se ara berkala 
sebagai bahan evaluasi. 

(3) Subkoordinator Keuangan sebagaimana dimaksud p da ayat (1) 
dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan ertanggung 
jawab kepada Sekretaris Bapelitbangda. 

Pasal 9 

( 1) Subkoordinator Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c me1;1~~yai tugas 
menyiapkan bahan penyusunan perumusan te4s dibidang 
perencanaan, penyusunan program, monitoring dan evaluasi 
serta pelaporan. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksu pada ayat 
(1), Subkoordinator Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 
mempunyai fungsi: 
a. pelaksanaan penyusunan rencana kerja; 
b. pengumpulan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk 

teknis perencanaan dan pelaporan; j 
c. pelaksanaan kegiatan perencanaan program Bapelttbangdga; 
d. penghimpunan data program dan kegiatan dari masing- 

masing bidang; I 

e. pelaksanaan pembinaan dan pemberian petumjuk teknis 
mengenai penyusunan rencana program dan laporb; 

f. pelaksanaan penyusunan rencana strategis, lapJran kinerja 
dan rancangan APBD; I 

g. penyiapan bahan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah 
dan laporan keterangan pertanggungjawaban Bilipati sesuai 
peraturan perundang-undangan; I '" 

h. penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana program 
dan laporan; I 

1. penyiapan rumusan program kegiatan berdas~kan hasil 
rangkuman rencana kegiatan bidang-bidang dalam rangka 
penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Pol 

J. penyiapan dan penyusunan bahan dan d lta laporan 
pelaksanaan tugas Bapelitbangda; 

k. konsultasi pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan 
maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebi lanjut; 

1. pengoordinasian pelaksanaan tugas melalui rapa / pertemuan 
untuk penyatuan pendapat; dan 



m. pembuatan laporan hasil pelaksanaan tugas se ara berkala 
sebagai bahan evaluasi. 

(3) Subkoordinator Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam m laksanakan 
tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada 
Sekretaris Bapelitbangda. 

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi P<:'f bangunan 
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ay~~ (1) huruf c 
mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan 
dalam memimpin, mengoordinasikan dan melaksanakan tugas 
perencanaan, pengendalian, evaluasi pembangunan Daerah. 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksu1 pada ayat 
( 1), Bidang Perencanaan, Pengendalian darl Evaluasi 
Pembangunan Daerah mempunyai fungsi: I 
a. pengoordinasian perencanaan dan pendanaan pembangunan 

Daerah; I 
b. pengoordinasian pelaksanaan musyawarah ~erencanaan 

pembangunan rencana pembangunan janglta panjang 
Daerah, rencana pembangunan jangka menengah Daerah 
dan rencana kerja PD; 

c. pengoordinasian penyusunan dokumen rencana 
pembangunan jangka panjang Daerah, rencana 
pembangunan jangka menengah Daerah dan recana kerja 
PD; 

d. pengintegrasian dan harmonisasi progr -program 
pembangunan daerah; I 

e. perumusan kebijakan penyusunan frencanaan, 
pengendalian, evaluasi dan informasi pembangu daerah; 

f. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksana kebijakan 
perencanaan dan penganggaran di Daerah 

g. pengoordinasian evaluasi terhadap kebijakan,·erencanaan 
pembangunan Daerah, serta pelaksan , rencana 
pembangunan Daerah; 

h. pelaksanaan pengendalian melalui pemantau;, supervisi 
dan tindak lanjut penyimpangan terhadap penca · aian tujuan 
agar program dan kegiatan sesuai deng~ kebijakan 
pembangunan daerah; 

1. pengoordinasian analisis permasalahan p bangunan 
daerah berdasarkan data untuk mengetahui pe kembangan 
pembangunan; 

J. penyusunan evaluasi dan pelaporan program d kegiatan 
pembangunan daerah; 

k. pengelolaan hasil analisis terhadap hasil ev uasi untuk 
penyiapan pelaporan program dan kegiatan p bangunan 
daerah; 

Paragraf 3 
Bidang Perencanaan, Pengendalian dan 

Evaluasi Pembangunan Daerah 

Pasal 10 

(1) 

(2) 



(3) 

1. pelaksanaan evaluasi, pengendalian dan pelaporrn program 
kegiatan rencana kerja pembangunan daerah; dan 

m. pelaksanaan evaluasi, pengendalian dan pelaji,oran atas 
capaian pelaksanaan rencana kerja pembangunldaerah. 

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pe bangunan 
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diJimpin oleh 
Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di 
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui 
Sekretaris Bapelitbangda. 

Pasal 11 

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pe bangunan 
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 1) huruf c 
membawahi: 
a. Subkoordinator Perencanaan dan Pendanaan; dan 
b. Subkoordinator Pengendalian, Evaluasi dan Pelapor 

Pasal 12 

( 1) Subkoordinator Perencanaan dan Pendanaan sybagaimana 
dimaksud dalam Pasal 11 huruf a mempufyai tugas 
merencanakan, melaksanakan, dam melaporkan pelakeanaan 
tugas terkait perencanaan dan pendanaan. I 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), Subkoordinator Perencanaan dan Pendanaan ~empunyai 
fungsi: I 
a. penyusunan kajian, analisis, kerangka ekonomi makro 

daerah (perencanaan ekonomi dan indikato, ekonomi) 
melalui pendekatan tematik, holistik, integratif d~ spesial; 

b. pelaksanaan sinkronisasi pengembangan model ekonomi 
serta kebijakan perencanaan dan pebganggaran 
pembangunan ekonomi makro Daerah; 1 

c. pelaksanaan sinkronisasi analisis perenc~aan dan 
pengembangan pendanaan pembangunan daerah, termasuk 
juga kebijakan keuangan Daerah; 

d. pelaksanaan fasilitasi penyusunan pagu indikatif 
pembangunan Daerah; 

e. penyiapan pelaksanaan musyawarah p rencanaan 
pembangunan jangka panjang Daerah, rencana 
pembangunan jangka menengah Daerah dan rencana kerja 
PD; 

f. pengoordinasian penyusunan dokumen 
Daerah; 

g. penyusunan kajian, analisis, dan perumusas kebijakan 
kewilayahan dan konektivitas Daerah; 

h. pelaksanaan sinkronisasi pengembangan model ewilayahan 
dan konektivitas serta kebijakan perencanaan pembangunan 
daerah secara holistik integratif; 

(2) 



1. pelaksanaan sinkronisasi kebijakan sek oral dan 
kewilayahan dalam penentuan lokasi prioritas di daerah; 

J. konsultasi pelaksanaan tugas melalui rapatf pertemuan 
untuk penyatuan pendapat; dan j 

k. penyusunan laporan pelaksanaan tugas secara berkala 
sebagai bahan evaluasi. 

(3) Subkoordinator Perencanaan dan Pendanaan sf bagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) dalam melaksanakan tugasnya berada 
di bawah dan bertanggung jawab kepada Kep~a Bidang 
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan. 

Pasal 13 

(1) Subkoordinator Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b mempunyai 
tugas menganalisis mengendalikan, memantau dan 
mengevaluasi program dan kegiatan pembangunan 1aerah. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), Subkoordinator Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan 
mempunyai fungsi: 
a. pelaksanaan penyusunan rencana kerja; 
b. penyusunan analisis pembangunan Daerah untuk 

mengetahui perkembangannya; I 
c. pengelolaan hasil analisis atas hasil evaluasi untuk 

penyiapan pelaporan program dan kegiatan pe I bangunan 
Daerah; 

d. pelaksanaan evaluasi, pengendalian 
pelaksanaan rencana kerja PD secara triwul , semester, 
dan tahunan untuk menjadi bahan penyusun program 
pembangunan daerah berikutnya; I 

e. pelaksanaan evaluasi, pengendalian dan pelaporan atas 
capaian pelaksanaan rencana kerja pembangunan Daerah; 

f. penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati 
(akhir tahun anggaran dan akhir masajabatan); I 

g. penyusunan bahan pengembangan sistem dan prosedur 
evaluasi pengendalian, perumusan kebijakan ~erencanaan 
dan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunaln Daerah; 

h. pelaksanaan pengendalian melalui pemantuan, sf pervisi dan 
tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan 
agar program sesuai dengan kebijakan pembangunan 
Daerah; I 

1. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaam tugas dan 
fungsi perencanaan pembangunan daerah' dibidang 
pemantauan, evaluasi, pengendalian dan .. [ pelaporan 
pelaksanaan rencana kerja pembangunan Daerahf 

J. penghimpunan data hasil evaluasi pembangunan Daerah 
sesuai program/kegiatan sebagai bahan penyusunan 
pelaporan; I 

k. pelaksanaan tindaklanjut laporan hasil evaluasi secara 
berjenjang sebagai bahan penyusunan program lanjutan 
tingkat Daerah dan Provinsi; 



I. konsultasi pelaksanaan tugas dengan atasan baik lisan 
maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebi lanjut; 

m. pengoordinasian pelaksanaan tugas I melalui 
rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat; dan 

n. penyusunan laporan basil pelaksanaan tugas se I a berkala 
sebagai bahan evaluasi. 

(3) Subkoordinator Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam me: aksanakan 
tugasnya berada di bawah dan bertanggung ja ab kepada 
Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian d Evaluasi 
Pembangunan. 

Paragraf 4 
Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah 

Pasal 14 

(1) Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d mempunyai tugas 
mengoordinasikan dan mengendalikan penelitian, pengkajian 
pengembangan program pembangunan Daerah. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah mempunyai 
fu-= I 
a. penyusunan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan 

pemerintahan daerah; I 
b. penyusunan perencanaan program dan anggar, penelitian 

dan pengembangan pemerintahan Daerah; 
c. pelaksanaan penelitian dan pengembangan Daerah; 
d. pelaksanaan pengkajian kebijakan lingkup Urusan 

Pemerintahan Daerah; I 
e. pengoordinasian fasilitasi dan pelaksanaan inovasi Daerah; 
f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas i1elaksanaan 

penelitian dan pengembangan di Daerah; 
g. pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksana penelitian 

dan pengembangan lingkup pemerintahan Daer 
h. pelaksanaan pengumpulan dan analisis data d informasi 

pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah; 
1. penyajian dan pengamanan data informasi p rencanaan 

pembangunan Daerah; 
j. pelaksanaan pengamanan data melalui bahan cetak dan 

elektronik sebagai bahan dokumentasi; dan 
k. penyusunan rekomendasi penelitian bagi warga 9egara asing 

untuk diterbitkannya izin penelitian oleh in1tansi yang 
berwenang. 

(3) Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah s bagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala B dang yang 
dalam melaksanakan tugasnya berada di b wah dan 
bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris 
Bapelitbangda. 



Pasal 15 

Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah s bagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) hurufd membawahi: 
a. Subkoordinator Penelitian dan Pengkajian; dan 
b. Subkoordinator Pembangunan, lnovasi dan Teknolo · 

Pasal 16 

(1) Subkoordinator Penelitian dan Pengkajian s bagaimana 
dimaksud dalam Pasal 15 huruf a memp yai tugas 
merencanakan, melaksanakan.. mengevaluasi, dan elaporkan 
pelaksanaan tugas penelitian dan pengembangan bid g 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksu 
(1), Subkoordinator Penelitian dan Pengkajian empunyai 
fungsi: 
a. pelaksanaan penyusunan rencana kerja; 
b. penyusunan rancangan kebijakan teknis, pr~gram dan 

anggaran penelitian dan pengembangan di bidang sosial, 
ekonomi dan pemerintahan; I 

c. penyusunan bahan penelitian dan pengembang dibidang 
sosial, ekonomi dan pemerintahan; 

d. penyusunan kajian kebijakan dibidang sosial, e onomi dan 
pemerintahan; 

e. penyusunan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan 
pelaksanaan penelitian dan pengembangan emerintah 
daerah dibidang sosial, ekonomi dan pemerintah 

f. penyusunan bahan koordinasi dan sinkronisasi p laksanaan 
penelitian dan pengembangan Pemerintah Daer dibidang 
sosial, ekonomi dan pemerintahan; 

g. pengelolaan data kelitbangan dan pera serta 
pelaksanaan pengkajian peraturan; 

h. penyusunan rekomendasi penelitian bagi warga nfgara asing 
untuk diterbitkannya izin penelitian oleh ins~si yang 
berwenang; 

1. konsultasi pelaksanaan tugas dengan atasan baik lisan 
maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebi 1 lanjut; 

J. pengkoordinasian pelaksanaan fungsi melalui 
rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat; d 

k. penyusunan laporan basil pelaksanaan fungsi sec a berkala 
sebagai bahan evaluasi. 

(3) Subkoordinator Penelitian dan Pengkajian s bagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas ya berada 
dibawah dan bertanggung jawab kepada Kep a Bidang 
Penelitian dan Pengembangan Daerah. 



Pasal 17 

(1) Subkoordinator Pembangunan, Inovasi dan Teknologi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b rempunyai 
tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan 
fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan ~enelitian, 
pengembangan, perekayasaan, uji coba dan penerap rancang 
bangun/model replikasi dan invensi dibidang i, ovasi dan 
teknologi, perumusan kebijakan terkait jenis, pr~sedur dan 
metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat 
inovatif, penyiapan dan pelaksanaan sosialisasi dan[ diseminasi 
hasil-hasil kelitbangan, serta fasilitasi hak kekayaan intelektual, 

I 
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), Subkoordinator Pembangunan, Inovasi dant Teknologi 
mempunyai fungsi: 
a. penyusunan rancangan kebijakan teknis, pr gram dan 

anggaran penelitian dan pengembangan serta f~silitasi dan 
penerapan dibidang pembangunan, inovasi dan teF,ologi; 

b. penyusunan bahan rancangan kebijakan terkait jenis 
prosedur dan metode penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
yang bersifat inovasi; I 

c. penyusunan bahan penelitian dan pengembangf1 dibidang 
Penyusunan bahan kebijakan dibidang pe bangunan, 
inovasi dan teknologi; 

d. penyusunan bahan pelaksanaan pengkajian ke ijakan dan 

e. pengkajian bahan, strategi, dan penerap dibidang 
pembangunan, inovasi dan teknologi; 

f. penyusunan analisis bahan pemantauan, evaluasi dan 
pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan, serta 

I 
fasilitasi dan penerapan dibidang pembangunan, inovasi dan 
teknologi; I 

g. penyusunan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan 
penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi d11 penerapan 
dibidang pembangunan, inovasi dan teknologi; 

h. penyusunan bahan koordinasi dan pelaksanaan diseminasi 
hasil-hasil kelitbangan; 

1. pengelolaan data pembangunan daerah sesuai jenisnya 
sebagai bahan penyusunan rencana pembangunan daerah; 

J. penyusunan rencana kegiatan pengolahan dkta sesuai 
kebutuhan sebagai acuan pelaksanaan tugas; 

k. penyajian data pembangunan daerah sesuai kebutuhan 
sebagai bahan informasi; 

1. pelaksanaan pengamanan data hasil pembanguran daerah 
melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan 
dokumentasi; I 

m. penyajian dan pengamanan data informasi peiibangunan 
Daerah; 

n. konsultasi pelaksanaan fungsi dengan atasan, baik lisan 
maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut; 

o. koordinasi pelaksanan fungsi melalui rapat I pertemuan 
untuk penyatuan pendapat; dan 

p. penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas se ara berkala 
sebagai bahan evaluasi. 

(2) 



(3) Subkoordinator Pembangunan, Inovasi dan Teknologi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan 
tugasnya berada dibawah dan bertanggung = b kepada 
Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah. 

Paragraf 5 
Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 

Pasal 18 

(1) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia s bagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e memplfyai tugas 
melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan dalam memimpin, 
mengoordinasikan dan mengendalikan tugas [ dibidang 
perencanaan pembangunan pemerintahan dan pembangunan 
manusia yang meliputi perencanaan pembangun±1 Urusan 
Pemerintahan bidang sosial, ketentraman, keterti I an umum 
dan perlindungan masyarakat, kesehatan, pe berdayaan 
perempuan dan perlindungan anak, pengendalian [ penduduk 
dan keluarga berencana, pendidikan, kepemu~aan dan 
olahraga, tenaga kerja, transmigrasi, kebudayaan, 
perpustakaan, dan kearsipan serta pemerintahan bum dan 
pemerintahan desa. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 
menyelenggarakan fungsi: 
a. pengoordinasian penyusunan rencana strategis PD dan 

rencana kerja PD penyelenggara Urusan Petnerintahan 
bidang kesehatan, pemberdayaan peremPi~an dan 
perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga 
berencana, pendidikan, kepemudaan dan olahr,.ga, tenaga 
kerja, transmigrasi, kebudayaan, perpust~aan dan 
kearsipan; 

b. pengoordinasian pelaksanaan musyawarah rencana 
pembangunan rencana pembangunan jangka panjang 
Daerah, rencana pembangunan jangka menengah Daerah, 
rencana kerja PD penyelenggaraan Urusan Pe1 erintahan 
bidang kesehatan, pemberdayaan perem dan 
perlindungan anak, pengendalian penduduk d keluarga 
berencana, pendidikan, kepemudaan dan olahr ga, tenaga 
kerja, transmigrasi, kebudayaan, perpus aan dan 
kearsipan; [ 

c. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan liarmonisasi 
kegiatan PD penyelenggara Urusan Pemerintnan bidang 
kesehatan, pemberdayaan perempuan dan p rlindungan 
anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, 
pendidikan, kepemudaan dan olahraga, tenaga kerja, 
transmigrasi, kebudayaan, perpustakaan dan ke I sipan; 



d. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan tarmonisasi 
kegiatan kementerian/lembaga di pror: si dan 
kabupaten/kota terkait penyelenggaraan Urusan 
Pemerintahan bidang kesehatan, pemberdayaan perempuan 
dan perlindungan anak, pengendalian pen1uduk dan 
keluarga berencana, pendidikan, kepemudaan dan olahraga, 
tenaga kerja, transmigrasi, kebudayaan, perputakaan dan 
kearsipan; 

e. pengoordinasian dukungan pelaksanaan kegi tan Pusat 
untuk prioritas nasional terkait penyelenggar1an Urusan 
Pemerintahan bidang kesehatan, pemberdayaan I perempuan 
dan perlindungan anak, pengendalian pen1uduk dan 
keluarga berencana, pendidikan, kepemudaan dt° olahraga, 
tenaga kerja, transmigrasi, kebudayaan, perpu1takaan dan 
kearsipan; 

f. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan bersama 
kerjasama antar daerah dalam penyelenggar~an Urusan 
Pemerintahan bidang kesehatan, pemberdayaan perempuan 
dan perlindungan anak, pengendalian pen I uduk dan 
keluarga berencana, pendidikan, kepemudaan dan olahraga, 
tenaga kerja, transmigrasi, kebudayaan, perpujtakaan dan 
kearsipan; dan 

g. pengoordinasian pembinaan teknis perencanarulj kepada PD 
penyelenggara Urusan Pemerintahan bidang J kesehatan, 
pemberdayaan perempuan dan perlindunian anak, 
pengendalian penduduk dan keluarga berencana, 
pendidikan, kepemudaan dan olahraga, tenaga kerja, 
transmigrasi, kebudayaan, perpustakaan dan kef sipan. 

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia ~ebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang yang 
dalam melaksanakan tugasnya berada di thawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Badan melallii Sekretaris 
Bapelitbangda. 

(3) 

Pasal 19 

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia ebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3 ayat ( 1) huruf e membawahi: 
a. Subkoordinator Pemerintahan; dan 
b. Subkoordinator Pembangunan Manusia. 

Pasal 20 

Subkoordinator Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 19 huruf a mempunyai tugas merencanakan, 
melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan f e1aksanaan 
tugas perencanaan dan pengendalian pemban~nan daerah 
yang meliputi perencanaan pembangunan Urusan Pfmerintahan 
bidang pemerintahan umum, pemberdayaan masrarakat dan 
desa, ketenteraman dan ketertiban umum dan , erlindungan 
masyarakat, administrasi kependudukan dan pe atatan sipil 
dan pemerintahan desa. 

( 1) 



(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksu pada ayat 
(1), Subkoordinator Pemerintahan mempunyai fungs: 
a. pelaksanaan penyusunan rencana kerja; 
b. pelaksanaan analisis rencana strategis PD dan r ncana kerja 

PD pada Urusan Pemerintahan bidang pemerin an umum, 
pemberdayaan masyarakat dan desa, ketent raman dan 
ketertiban umum dam perlindungan asyarakat, 
administrasi kependudukan dan sipil dan 
pemerintahan desa; 

c. pengoordinasian pelaksanaan musyawar rencana 
pembangunan rencana pembangunan jangka panjang 
daerah, rencana pembangunan jangka menengalj daerah dan 
rencana pembangunan jangka panjang daerah ~ada Urusan 
Pemerintahan bidang pemerintahan umum, pe berdayaan 
masyarakat dan desa, ketenteraman dan kete "ban umum 
dam perlindungan masyarakat, administrasi ke endudukan 
dan pencatatan sipil dan pemerintahan desa; 

d. pembuatan konsep pembinaan teknis perenc~aan kepada 
PD pada Urusan Pemerintahan bidang pemerint~an umum, 
pemberdayaan masyarakat dan desa, ketent4raman dan 
ketertiban umum dam perlindungan masyarakat, 
administrasi kependudukan dan pencatatan~sipil dan 
pemerintahan desa; 

e. perencanaan sinergitas dan harmonisasi kegiat PD pada 
Urusan Pemerintahan bidang pemerintahan umum, 
pemberdayaan masyarakat dan desa, ketent+aman dan 
ketertiban um um dam perlindungan asyarakat, 
administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dan 
pemerintahan desa; 

f. konsultasi pelaksanaan tugas dengan atas dan lisan 
maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk leb h lanjut; 

g. pengoordinasian pelaksanaan tugas melalui 
rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat; d 

h. pembuatan laporan hasil pelaksanaan tugas se ara berkala 
sebagai bahan evaluasi. 

(3) Subkoordinator Pemerintahan sebagaimana dim sud pada 
ayat ( 1) dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Peme · tahan dan 
Pembangunan Manusia. 

Pasal 21 

(1) Subkoordinator Pembangunan Manusia sebagaim a dimaksud 
dalam Pasal 19 huruf b mempunyai tugas me encanakan, 
melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan elaksanaan 
tugas pelaksanaan perencanaan dan 
pembangunan daerah Urusan Pemerintahan bi , ang sosial, 
kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlind gan anak, 
pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pendidikan, 
kepemudaan dan olahraga, tenaga kerja, 
kebudayaan, perpustakaan, dan kearsipan. 



(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksu pada ayat 
(1), Subkoordinator Pembangunan Manusia mempu yai fungsi: 
a. pelaksanaan penyusunan rencana kerja; 
b. penyusunan analisis rencana strategis PD dan r ncana kerja 

PD pada Urusan Pemerintahan bidang kesehatan, 
pemberdayaan perempuan dan perlindun an anak, 
pengendalian penduduk dan keluarga 
pendidikan, kepemudaan dan olahraga, te aga kerja, 
transmigrasi, kebudayaan, perpustakaan, dan ke sipan; 

c. perencanaan pelaksanaan musyawarah rencana 
pembangunan rencana pembangunan jang a panjang 
Daerah, rencana pembangunan jangka mene~f,ah Daerah 
dan rencana kerja PD pada Urusan PemerintTan bidang 
kesehatan, pemberdayaan perempuan dan rlindungan 
anak, pengendalian penduduk dan keluarga 
pendidikan, kepemudaan dan olahraga, aga kerja, 
transmigrasi, kebudayaan, perpustakaan, dan ke sipan; 

d. penyusunan konsep pembinaan teknis perenc aan kepada 
PD pada Urusan Pemerintahan bidang kesehatan, 
pemberdayaan perempuan dan perlindun an anak, 
pengendalian penduduk dan keluarga 
pendidikan, kepemudaan dan olahraga, te aga kerja, 
transmigrasi, kebudayaan, perpustakaan, dan ke sipan; 

e. konsultasi pelaksanaan tugas melalui rapa /pertemuan 
untuk penyatuan pendapat; dan 

f. pengoordinasian laporan pelaksanaan tugas se ara berkala 
sebagai bahan evaluasi. 

(3) Subkoordinator Pembangunan Manusia sebagaim a dimaksud 
pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya bera a di bawah 
dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang P merintahan 
dan Pembangunan Manusia. 

Pasal 22 

Paragraf 6 
Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infras ktur 

dan Kewilayahan 

(1) Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, lnfras ruktur dan 
Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) 
huruf f mempunyai tugas melaksanakan sebagian gas kepala 
Badan dalam, memimpin, mengoordinasi dan 
mengendalikan tugas-tugas di bidang perenc 
pembangunan daerah pada Urusan Pemerint 
perdagangan, perindustrian, koperasi, usaha 
menengah, penanaman modal, pariwisata, lingku 
pertanian, kelautan dan perikanan, pekerjaan mum dan 
penataan ruang, perumahan dan permukiman, p rhubungan, 
komunikasi dan informatika, statistik dan persandi 



(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksu 
(1), Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, I 
dan Kewilayahan menyelenggarakan fungsi: 
a. pengoordinasian penyusunan rencana strater ,· s PD dan 

rencana kerja PD Urusan Pemerintahan bidang p rdagangan, 
perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah, 
penanaman modal, pariwisata, lingkungan hidu , pertanian, 
kelautan dan perikanan, pekerjaan umum da penataan 
ruang, perumahan dan permukiman, p rhubungan, 
komunikasi dan informatika, statistik dan persan ian; 

b. pengoordinasian pelaksanaan musyawarah rencana 
pembangunan rencana pembangunan jang a panjang 
Daerah, rencana pembangunan jangka menen ah Daerah, 
rencana kerja PD Urusan Pemerintahan bidang p rdagangan, 
perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah, 
penanaman modal, pariwisata, lingkungan hidu , pertanian, 
kelautan dan perikanan, pekerjaan umum d penataan 
ruang, perumahan dan permukiman, p rhubungan, 
komunikasi dan informatika, statistik dan persan ian; 

c. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi egiatan PD 
Urusan Pemerintahan bidang perdagangan, p industrian, 
koperasi, usaha kecil dan menengah, penan an modal, 
pariwisata, lingkungan hidup, pertanian, ke autan dan 
perikanan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan 
dan permukiman, perhubungan, komunikasi dan formatika, 
statistik dan persandian; 

d. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan 
kegiatan kementerian/lembaga di provinsi 
Urusan Pemerintahan bidang perdagangan, industrian, 
koperasi, usaha kecil dan menengah, penan~an modal, 
pariwisata, lingkungan hidup, pertanian, ke autan dan 
perikanan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan 
dan permukiman, perhubungan, komunikasi dan rformatika, 
statistik dan persandian; 

e. pengoordinasian dukungan pelaksanaan kegirtan pusat 
untuk prioritas nasional Urusan PemerintaJtan bidang 
perdagangan, perindustrian, koperasi, us~a I kecil dan 
menengah, penanaman modal, pariwisata, ling~gan hidup, 
pertanian, kelautan dan perikanan, pekerjaan umum dan 
penataan ruang, perumahan dan permukiman, p rhubungan, 
komunikasi dan informatika, statistik dan persan ian; 

f. pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama tar daerah 
Urusan Pemerintahan bidang perdagangan, p industrian, 
koperasi, usaha kecil dan menengah, penan an modal, 
pariwisata, lingkungan hidup, pertanian, ke autan dan 
perikanan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan 
dan permukiman, perhubungan, komunikasi dan nformatika, 
statistik dan persandian; dan 



g. pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada PD 
Urusan Pemerintahan bidang perdagangan, pe industrian, 
koperasi, usaha kecil dan menengah, penan an modal, 
pariwisata, lingkungan hidup, pertanian, ke autan dan 
perikanan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan 
dan permukiman, perhubungan, komunikasi dan · ormatika, 
statistik dan persandian. 

(3) Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infras ktur dan 
Kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) d pimpin oleh 
seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanak tugasnya 
berada dibawah dan bertanggungjawab kepada K ala Badan 
melalui Sekretaris Bapelitbangda. 

Pasal 23 

ktur dan 
(1) huruf f 

Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrast 
Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ay 
membawahi: 
a. Subkoordinator Perekonomian dan Sumber Daya Al 
b. Subkoordinator Infrastruktur dan Kewilayahan. 

; dan 

Pasal 24 

(1) Subkoordinator Perekonomian dan Sumber Alam 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a 
tugas merencanakan, melaksanakan, mengev uasi dan 
melaporkan pelaksanaan tugas perencanaan dan p ngendalian 
pembangunan Urusan Pemerintahan bidang p rdagangan, 
perindustrian dan koperasi, penanaman modal, pariwisata, 
lingkungan hidup, pertanian, kelautan dan peri an, serta 
statistik. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), Subkoordinator Perekonomian dan Sumber Daya Alam 
mempunyai fungsi: 
a. pelaksanaan penyusunan rencana kerja; 
b. penyusunan analisis dan/ atau fasilitasi penyus na rencana 

strategis PD dan rencana kerja PD Urusan P merintahan 
bidang perdagangan, perindustrian dan koperasi, 
penanaman modal, pariwisata, lingkungan hidu , pertanian, 
kelautan dan perikanan, serta statistik; 

c. pengoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan usyawarah 
rencana pembangunan rencana pembangu an jangka 
panjang Daerah, rencana pembangunan jangk menengah 
Daerah dan rencana kerja PD Urusan Pemerint an bidang 
perdagangan, perindustrian dan koperasi, 
modal, pariwisata, lingkungan hidup, pertani 
dan perikanan, serta statistik; 



d. perencanaan pelaksanaan sinergitas dan farmonisasi 
rencana tata ruang wilayah Daerah dan ren ana jangka 
menengah Daerah Urusan Pemerintah , bidang 
perdagangan, perindustrian dan koperasi, penanaman 
modal, pariwisata, lingkungan hidup, pertani , kelautan 
dan perikanan, serta statistik; 

e. penyusunan konsep pembinaan teknis perenc aan kepada 
PD Urusan Pemerintahan bidang perdagangan, p rindustrian 
dan koperasi, penanaman modal, pariwisata, lingkungan 
hidup, pertanian, kelautan dan perikanan, serta tatistik; 

f. konsultasi pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan 
maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut; 

g. pengoordinasian pelaksanaan tugas melalui 
rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat; d 

h. penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas se ara berkala 
sebagai bahan evaluasi. 

(3) Subkoordinator Perekonomian dan Sumber aya Alam 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam m laksanakan 
tugasnya berada dibawah dan bertanggung ja ab kepada 
Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, I frastruktur 
dan Kewilayahan. 

Pasal 25 

(1) Subkoordinator Infrastruktur dan Kewilayahan ebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 23 huruf b memp yai tugas 
merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan lmelaporkan 
pelaksanaan tugas perencanaan dan p ngendalian 
pembangunan bidang dibidang perencanaan p bangunan 
infrastruktur dan pengembangan wilayah yang meli uti Urusan 
Pemerintahan bidang pekerjaan umum dan pena aan ruang, 
pertanahan, perumahan dan permukiman, p rhubungan, 
komunikasi dan informatika, persandian. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksu pada ayat 
(1), Subkoordinator Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai 
fungsi: 
a. pelaksanaan penyusunan rencana kerja; 
b. penyusunan analisis dan/atau fasilitasi renc a strategis 

PD, dan rencana kerja PD Urusan Pemerin an bidang 
pekerjaan umum dan penataan ruang, ertanahan, 
perumahan dan permukiman, perhubungan, ko unikasi dan 
informatika, persandian; 

c. pengoordinasian pelaksanaan musyawar rencana 
pembangunan rencana pembangunan jan~a panjang 
Daerah, rencana pembangunan menengah rraerah dan 
rencana kerja PD Urusan Pemerintahan bidanF pekerjaan 
umum dan penataan ruang, pertanahan, penynahan dan 
permukiman, perhubungan, komunikasi dan nformatika, 
persandian; 



d. perencanaan pelaksanaan sinergitas 
rencana tata ruang wilayah Daerah rencana 
pembangunan jangka menengah daer Urusan 
Pemerintahan bidang pekerjaan umum dan pen taan ruang, 
pertanahan, perumahan dan permukiman, p rhubungan, 
komunikasi dan informatika, persandian; 

e. penyusunan konsep pembinaan teknis perenc aan kepada 
PD Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum dan 
penataan ruang, pertanahan, perumahan dan ermukiman, 
perhubungan, komunikasi dan informatika, pers dian; 

f. konsultasi pelaksanaan tugas dan atasan, baik lisan 
maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk leb h lanjut; 

g. pengoordinasian pelaksanaan fungsi melalui 
rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat; d 

h. penyusunan laporan basil pelaksanaan fungsi se ara berkala 
sebagai bahan evaluasi. 

(3) Subkoordinator Infrastruktur dan Kewilayahan ebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tuga nya berada 
di bawah dan bertanggung jawab kepada Ke ala Bidang 
Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrast r dan 
Kewilayahan. 

BAB III 
BPKPD 

Bagian Kesatu 
Kedudukan dan Susunan Organisasi 

Pasal 26 

(1) BPKPD berkedudukan sebagai PD yang merup 
pelaksana Pemerintah Daerah di bidang pengelola 
Daerah. 

unsur 
keuangan 

(2) BPKPD dipimpin oleh Kepala Badan yang berke udukan di 
bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melal · Sekretaris 
Daerah. 

Pasal 27 

( 1) Struktur Organisasi BPKPD terdiri dari: 
a. Kepala Badan; 
b. Sekretariat Badan, terdiri atas: 

1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; 
2. Subkoordinator Keuangan; dan 
3. Subkoordinator Perencanaan, Evaluasi dan laporan. 

c. Bidang Anggaran, terdiri atas: 
1. Subbidang Penyusunan Anggaran; dan 
2. Subbidang Pengendalian Anggaran. 

d. Bidang Data dan Informasi Pajak, terdiri atas: 
1. Subbidang Ekstensifikasi Pajak; dan 
2. Subbidang Pengolahan Data dan lnformasi P jak. 



e. Bidang Penetapan dan Penagihan Pajak, terdiri aJas: 
1. Subbidang Penetapan dan Penagihan; dan 
2. Subbidang Pengawasan, Pemeriksaan dan Pelaporan. 

f. Bidang Perbendaharaan, terdiri atas: 
1. Subkoordinator Belanja Tidak Langsung; dan 
2. Subbidang Belanja Langsung; dan 
3. Subbidang Administrasi Perbendaharaan. 

g. Bidang Aku.ntansi dan Pertanggungjawaban Keuangan 
Daerah, terdiri atas: 
1. Subbidang Aku.ntansi dan Pelaporan; dan 
2. Subbidang Pertanggungjawaban dan Informasi Keuangan 

Daerah. 
h. Bidang Kekayaan Daerah, terdiri atas: 

1. Subkoordinator lnventarisasi dan Penilaian; 
2. Subbidang Perencanaan dan Pemanfaatan; d 
3. Subbidang Pengendalian dan Penatausahaan. 

1. Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Bagan Struktur Organisasi BPKPD sebagaimana tercantum 
pada Lampiran II yang merupakan bagian ang tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Bagian Kedua 
Tugas dan Fungsi 

Paragraf 1 
Kepala Badan 

Pasal 28 

(1) Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pas 
huruf a, mempunyai tugas merumuskan kebij 
pengelolaan keuangan Daerah. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ada ayat (1) 
Kepala Badan mempunyai fungsi: 
a. perumusan kebijakan teknis dan operasion di bidang 

pendapatan, anggaran dan akuntansi, perbend 
kekayaan Daerah; 

b. pelaksanaan pembinaan di bidang pendapatan, 
akuntansi, perbendaharaan, dan kekayaan Daer 

c. pengevaluasian dan pelaporan basil pelaksana kegiatan 
BPKPD;dan 

d. pengevaluasian dan pelaporan basil pelaks aan APBD 
selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah. 



Paragraf 2 
Sekretariat Badan 

Pasal 29 

(1) Sekretariat Badan sebagaimana dimaksud dalam A sal 27 ayat 
(1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yan mempunyai 
tugas memimpin sekretariat dalam kegiatan Admini trasi Umum, 
Perencanaan Program dan Anggaran, serta K tatausahaan 
berdasarkan petunjuk pelaksanaan yang berlaku untuk tertib 
kesekretariatan. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaks cl pada ayat 
( 1), Sekretariat mempunyai fungsi: 
a. penyusunan rencana dan program kerja tah nan rumah 

tangga BPKPD; 
b. penyelenggaraan pengurusan administrasi kepeg waian; 
c. penyelenggaraan pengelolaan keuangan dan per endaharaan; 
d. penyelenggaraan kegiatan umum yang = pengadaan, 

perlengkapan, inventaris, kerumahtanggaan, su at menyurat, 
kearsipan, protokol dan lainnya; dan 

e. penyelenggaraan perencanaan, evaluasi d] pelaporan 
kegiatan BPKPD. 

Sekretaris Badan sebagaimana dimaksud pada ay t (1), dalam 
melaksanakan tugas berada di bawah dan be ggungjawab 
langsung kepada Kepala Badan. 

(3) 

Pasal 30 

Sekretariat Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) 
huruf b membawahi: 
a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; 
b. Subkoordinator Keuangan; dan 
c. Subkoordinator Perencanaan, Evaluasi dan Pelapor 

Pasal 31 

(1) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaiman dimaksud 
dalam Pasal 30 huruf a dalam mempunyai tugas lelaksanakan 
pengelolaan urusan umum dan kepegawaian yang menyangkut 
perlengkapan, kerumahtanggaan, surat menyura , kearsipan 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksu pada ayat 
(1), Subbagian Umum dam Kepegawaian mempuny~ fungsi: 
a. penyusunan rencana program kegiatan per ta.nrun anggaran 

Subbagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan tugas, 
fungsi dan rencana strategis sebagai pedtman dalam 
pelaksanaan kegiatan; 

b. pengelolaan surat-menyurat dan kearsipan; 
c. pelaksanaan pengelolaan administrasi perjalanan dinas; 
d. pelaksanaan pengusulan pegawai dan pengan katan dalam 

jabatan; 

(2) 



e. perencanaan peningkatan keterampilan pega ai melalui 
I 

pendidikan dan pelatihan teknis, struktural dan I gsional; 
f. pengumpulan data dan penyiapan bahan u 1 kenaikan 

pangkat, kenaikan gaji berkala, pensiun, pemberian 
penghargaan, penempatan formasi, kesejahter an pegawai, 
mutasi dan pemberhentian pegawai, diklat, uji diklat, ujian 
dinas, izin belajar, pembuatan kartu pegawf., Asuransi 
Kesehatan, Tabungan dan Asuransi Pensiun, Kartu 
Istri/ Suami; 

g. penyusunan Daftar Urut Kepangkatan serta pengelolaan 
sistem informasi manajamen kepegawaian; 

h. penyiapan bahan penetapan pengelola keuan an Daerah, 
Bendahara dan Bendahara Pembantu; 

1. pelaksanaan dan mengatur fasilitas rapat, pe emuan dan 
upacara, serta melakukan kegiatan kepro okolan dan 
administrasi perjalanan dinas; 

J. pelaksanaan pemeliharaan kebersihan, keindah , keamanan 
dan ketertiban kantor; 

k. penatausahaan daftar inventaris, arsip dan do~entasi; 
1. penginventarisasian permasalahan-permasal I an sesuai 

bidang tugas pokok Subbagian Umum dan epegawaian 
secara rutin maupun berkala sebagai b an dasar 
pemecahan masalah; 

m. pemberian penilaian pelaksanaan pekerjaan 
dan 

n. pelaksanaan penyusunan laporan Subbagian. 

(3) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaiman dimaksud 
pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbagian yan berada di 
bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. 

Subkoordinator Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
30 huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyusunan 
rencana anggaran, pengelolaan aset BPKPD, peratausahaan 
keuangan,perbendaharaan,danverifikasikeuanganJ, 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksu pada ayat 
(1), Subkoordinator Keuangan mempunyai fungsi: 
a. pelaksanaan penyusunan rencana kerja; 
b. pelaksanaan pengelolaan keuangan BPKPD y 

penyimpanan, pengeluaran, pertanggungja 
pembukuan; 

c. pengkajian ulang setiap dokumen/bukti pengelu 
d. pelaksanaan pencatatan dan pengarsipan do 

pengeluaran uang; 
e. pelaksanaan pengurusan gaji, uang insentif, u 

penghasilan ASN dan lainnya; 
f. penyusunan laporan periodik dan tah tentang 

penerimaan dan pengeluaran keuangan; 
g. pelaksanaan penatausahaan aset BPKPD; 
h. penghimpunan bahan dan mengumpulkan data su1 rencana 

keuangan dan aset; 

Pasal 32 

(1) 

(2) 



J. 

pelaksanaan penyusunan kebutuhan perlengkapan, 
pengadaan, pemeliharaan gedung kantor, pe~~tan kantor, 
pengamanan aset, usulan penghapusan aset d menyusun 
laporan pertanggungjawaban atas barang-baran inventaris; 
penyiapan bahan pembinaan, memberikan .r: teknis 
pengelola keuangan dan aset; 

k. pelaksanaan pembinaan dan memberikan petinjuk teknis 
pengelola keuangan dan aset; 

I. pelaksanaan urusan pembendaharaan, serta vfrifikasi dan 
administrasi pengelola keuangan dan aset; I , 

m. pemberian penilaian pelaksanaan pekerjaan bawrannya; 
n. penyusunan laporan pelaksanan fungsi; dan 
o. pemberian saran-saran dan pertimbangan- ertimbangan 

kepada Sekretaris Badan tentang langkah-1 gkah dan 
tindakan-tindakan yang perlu diambil. 

1. 

(3) Subkoordinator Keuangan sebagaimana dimaksud p da ayat (1) 
berada dibawah clan bertanggungjawab dalam m laksanakan 
tugasnya berada dibawah dan bertanggung ja ab kepada 
Sekretaris BPKPD. 

Pasal 33 

(1) Subkoordinator Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c mempunyai 
tugas menyiapkan bahan penyusunan perumu~ kebijakan 
teknis di bidang perencanaan, penyusunan progr , monitoring 
clan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan kegiatan erencanaan 
BPKPD. 

(2) Untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pa a ayat (1), 
Subkoordinator Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 
mempunyai fungsi: 
a. pelaksanaan penyusunan rencana kerja; 
b. pengumpulan bahan penyusunan pedoman petunjuk 

teknis perencanaan dan pelaporan; 
c. pelaksanaan kegiatan perencanaan program BP 
d. penghimpunan data program dan kegiatan masing- 

masing bidang; 
e. pelaksanaan pembinaan dan memberikan pe9-1njuk teknis 

mengenai penyusunan rencana program dan lap ran; 
f. pelaksanaan penyusunan rencana strate is, laporan 

akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan rancangan 
APBD; 

g. penyiapan bahan laporan penyelenggaraan ~emerintahan 
daerah, laporan keterangan pertanggungjaw ban Bupati 
sesuai pedoman dan ketentuan yang berlaku; 

h. penyiapan bahan koordinasi penyusunan renc a program 
dan laporan; 



1. penyiapan rumusan program kegiatan berda arkan hasil 
rangkuman rencana kegiatan bidang-bidang dan unit 
pelaksana teknis dalam rangka penyusun anggaran 
pendapatan dan belanja satuan kerja perangkat aerah; 

J. penyiapan dan penyusunan bahan dan d ta laporan 
pelaksanaan fungsi; 

k. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap elaksanaan 
rencana dan program; dan 

1. pelaporan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada 
Sekretaris Badan secara periodik seb ai bahan 
pertanggungjawaban. 

(3) Subkoordinator Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan 
bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas ya berada 
dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris B KPD. 

Paragraf 3 
Bidang Anggaran 

Pasal 34 

(1) Bidang Anggaran sebagaimana dimaksud dalam P al 27 ayat 
(1) huruf c mempunyai tugas membantu kepala B~KPD dalam 
menjalankan fungsi penyusunan anggaran dan prngendalian 
anggaran Pemerintah Daerah. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) Bidang Anggaran mempunyai fungsi: J 

a. koordinasi pengalokasian anggaran dalam ~enyusunan 
kebijakan umum anggaran prioritas plafo anggaran 
sementara dan kebijakan umum anggaran prio itas plafon 
anggaran sementara perubahan; 

b. penyusunan rancangan peraturan daerah ten g APBD, 
rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD serta 
menyusun rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran 
perubahan APBD; 

c. penyusunan kebijakan dan pedoman erencanaan 
pelaksanaan APBD; 

d. penyusunan kebijakan dan pedoman p ngendalian 
pelaksanaan APBD; 

e. pengoordinasian penyusunan standar harga 
nonsektoral; 

f. penyusunan perhitungan kemampuan keuangan Daerah; 
g. penyusunan tim anggaran Pemerintah Daerah; 
h. penyusunan serta penetapan dokumen , elaksanaan 

anggaran; 
i. penganalisaan penerimaan pendapat, be anja dan 

pembiayaan Daerah; 
J. pelaksanaan evaluasi rancangan peraturan dae' ah tentang 

APBD dan rancangan peraturan bupati tentang penjabaran 
APBD dan APBD Perubahan ke Dewan Perw · an Rakyat 
Daerah dan Provinsi; 

k. pelaksanaan pengendalian APBD; 
1. pelaksanaan evaluasi dan monitoring dan penye 



m. pelaksanaan koordinasi dan konsultasi lintas sektoral serta 
penyampaian laporan APBD I kepada 
kementerian/lembaga/badan/instansi serta ~emerintah 
provinsi; / 

n. pelaksanaan pembinaan perencanaan maupun pengendalian 
APBD lintas PD; dan I 

o. pemberian saran dan pertimbangan kepada ata an tentang 
langkah dan tindakan yang perlu diambil d am bidang 
tugasnya. 

(3) Bidang Anggaran sebagaimana dimaksud pad ayat (1) 
dipimpin oleh seorang Kepala Bidang y g dalam 
melaksanakan tugasnya berada di ba ah dan 
bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalu · Sekretaris 
BPKPD. 

Pasal 35 

Bidang Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) 
huruf c membawahi: 
a. Subbidang Penyusunan Anggaran; dan 
b. Subbidang Pengendalian Anggaran. 

Pasal 36 

(1) Subbidang Penyusunan Anggaran sebagaimana dim sud dalam 
Pasal 35 huruf a mempunyai tugas penyusunan ~rogram dan 
kegiatan Subbidang Penyusunan Anggaran, pen oordinasian 
dalam penyiapan pelaksanaan kegiatan pada Subbidang 
Penyusunan Anggaran dan pelaksanaan kegiatan Subbidang 
Penyusunan Anggaran. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ada ayat (1), 
Subbidang Penyusunan Anggaran mempunyai fungsi: 
a. penyusunan program kegiatan di Subbidang . enyusunan 

Anggaran sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan; 
b. pengumpulan dan mengkaji data dan inform si lainnya 

sebagai bahan perumusan kebijakan teknis I enyusunan 
anggaran; 

c. pengumpulan, pengolahan dan menganalisa data upaya 
pelayanan kegiatan penyusunan anggaran; 

d. penyusunan bahan perumusan kebijakan umu anggaran 
prioritas plafon anggaran sementara dan kebij 
anggaran prioritas plaf on anggaran sementara pe 

e. pelaksanaan fasilitasi penyusunan rencana ke a anggaran 
dokumen pelaksanaan anggaran beserta pe bahannya 
dalam program sistem informasi manajemen daer 

f. persiapan pedoman teknis penyusunan ren ana kerja 
anggaran satuan kerja perangkat daerah dan re cana kerja 
perubahan anggaran satuan kerja perangkat daer 



g. persiapan bahan-bahan untuk penyusunan rancangan 
peraturan daerah tentang APBD dan rancang peraturan 
daerah tentang perubahan APBD, rancangan peraturan 
Bupati tentang penjabaran APBD dan rancangan peraturan 
Bupati tentang perubahan penjabaran APBD; 

h. membantu penyiapan bahan-bahan untuk pen 
keuangan APBD/perubahan APBD; 

1. penyusunan bahan pembahasan rancangan BD dan 
rancangan perubahan APBD di tingkat anggaran 
pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 

J. meneliti kebenaran rencana kerja anggaran s tuan kerja 
perangkat daerah yang diajukan oleh satuan kerj perangkat 
daerah bersama tim anggaran: 

k. pelaksanaan penyusunan anggaran; dan 
1. pelaksanaan tertib administrasi dan 

pelaksanaan fungsi. 

(3) Subbidang Penyusunan Anggaran sebagaimana dim sud pada 
ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbidang yang bera a di bawah 
dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Anggaran, 

Pasal 37 

dimaksud 
an program 

Anggaran, 
Subbidang 

( 1) Subbidang Pengendalian Anggaran, sebagaiman 
dalam Pasal 35 huruf b, mempunyai tugas penyus 
dan kegiatan Subbidang Pengendalian 
pengoordinasian dalam pelaksanaan kegiatan pad 
Pengendalian Anggaran. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), Subbidang Pengendalian Anggaran mempunyai r,l,ngsi: 
a. penyusunan program kegiatan di Subbidang P ngendalian 

Anggaran sebagai pedoman pelaksanaan kegia 
b. pengumpulan dan pengkajian data dan info asi lainnya 

sebagai bahan perumusan kebijakan teknis p ngendalian 
anggaran; 

c. pengumpulan, pengolahan dan ganalisa upaya 
pelayanan kegiatan pengendalian anggaran; 

d. penyusunan bahan perumusan ketetapan s satuan 
harga nonsektoral; 

e. pengkajian dan evaluasi anggaran pembiayaan D erah; 
f. penyusunan pedoman teknis administr tif dalam 

pelaksanaan APBD; 
g. membantu satuan kerja perangkat daerah dal koordinasi 

dan konsultansi tentang pelaksanaan APBD d perubahan 
APBD; 

h. pelaksanaan evaluasi dan monitoring penye pan APBD 
pada program dan kegiatan pengendalian APBD; 

1. pelaksanaan koordinasi dan kons ltasi ke 
kementerian/lembaga/Daerah terkait kebijak keuangan 
Daerah serta pelaksanaan APBD; 

J. perencanaan perhitungan kemampuan keuang Daerah; 
k. perencanaan strategi pelaksanaan APBD tah anggaran 

berikutnya; 



I. pengevaluasian sisa lebih pembiayaan angg fill sebagai 
bahan perhitungan perubahan APBD dan A BD Tahun 
Anggaran berikutnya; 

m. pelaksanaan monitoring dan kebijakan Pemeri Pusat 
dan Pemerintah Provinsi terkait Dana Transfer; 

n. pelaksanaan kegiatan pengendalian anggaran; 
J. pemberian petunjuk, mengawasi dan 

pelaksanaan tugas bawahan; dan 
k. pelaksanaan tertib administrasi dan menyus n laporan 

pelaksanaan tugas/kegiatan Subbidang 
Anggaran. 

(3) Subbidang Pengendalian Anggaran sebagaimana dim sud pada 
ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbidang yang bera a di bawah 
dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Anggar 

Pasal 38 

Paragraf 4 
Bidang Data dan Informasi Pajak 

(1) Bidang Data dan lnformasi Pajak sebagaimana dim sud dalam 
Pasal 27 ayat ( 1) huruf d, mempunyai tugas meny lenggarakan 
sebagian tugas BPKPD di bidang pengelolaan data d informasi 
pajak. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
Bidang Data dan lnformasi Pajak mempunyai fungsi: 
a. perencanaan, mengorganisasikan, melaks akan dan 

mengendalikan program dan kegiatan bidang pengelolaan 
data dan informasi pajak; 

b. penyusunan kebijakan teknis pelayanan, pendaftaran, 
pendataan wajib, subjek dan objek pajak, penyu han kepada 
wajib pajak dan pengelolaan sistem informasi paj 

c. pelaksanaan pendaftaran, pendataan dan pe ilaian wajib, 
subjek dan objek pajak; 

d. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi paj 
e. pelaksanaan pelayanan pendaftaran, mutasi, k beratan dan 

penghapusan wajib, objek dan subjek pajak; 
f. pelaksanaan pengembangan sistem informasi paj 
g. pelaksanaan penyuluhan kepada wajib Pajak Da rah; 
h. pelaksanaan perhitungan potensi pajak; 
1. pelaksanaan penatausahaan dokumen pelayanan; 

pendaftaran, dan pendataan wajib, subjek dan o 1ek pajak; 
J. pelaksanaan mengadakan kerja sama dengan pihak-pihak 

lain; 
k. pelaksanaan penatausahaan; 
1. penyusunan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan 

tugas dibidang pengelolaan data dan informasi p dak; dan 
m. pemberian pertimbangan dalam pelaksanaan t gas dibidang 

data dan informasi pajak. 



(3) Bidang Data dan Informasi Pajak sebagaimana di 
ayat ( 1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang 
melaksanakan tugas berada di bawah dan bert 
kepada Kepala Badan melalui Sekretaris BPKPD. 

aksud pada 
, ang dalam 
ggungjawab 

Pasal 39 

Bidang Data dan lnformasi Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
27 ayat (1) huruf d membawahi: 
a. Subbidang Ekstensifikasi Pajak; dan 
b. Subbidang Pengolahan Data dan Informasi Pajak. 

Pasal 40 

(1) Subbidang Ekstensifikasi Pajak sebagaimana dim sud dalam 
Pasal 39 huruf a, mempunyai tugas melakukan pengamatan 
potensi pajak, pendataan objek dan subjek pajak se ta penilaian 
objek-objek pajak dalam rangka ekstensifikasi. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksu pada ayat 
(1), Subbidang Ekstensifikasi Pajak mempunyai fung i: 
a. penyusunan rencana operasional kerja Subbidang 

Ekstensifikasi Pajak; 
b. pelaksanaan penatausahaan pendaftaran dan mutasi wajib, 

objek dan subjek pajak; 
c. pelaksanaan pelayanan pendaftaran, mutasi, k beratan dan 

penghapusan wajib, objek dan subjek pajak; 
d. pelaksanaan pelayanan pengurangan ketet pan pajak, 

penghapusan dan pengurangan sanksi admin strasi wajib, 
subjek dan objek pajak; 

e. pelaksanaan penilaian objek pajak; 
f. pelaksanaan pemetaan objek tanah dan bangunan; 
g. pelaksanaan pengukuran bidang objek tanah dan bangunan; 
h. pelaksanaan; .. I 
1. pelaksanaan identifikasi wajib, subjek dan objek ajak; 
J. pelaksanaan penyimpanan peta; 
k. melakukan penyuluhan kepada wajib pajak; 
1. pelaksanaan perjanjian kerja sama dengan pih 
m. pelaksanaan penatausahaa; dan 
n. pelaksanaan penelitian dan verifikasi terhadap permohonan 

pembayaran bea perolehan hak atas tanah. 

(3) Subbidang Ekstensifikasi Pajak sebagaimana di aksud pada 
ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbidang yang ber,da di bawah 
dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidan , Data dan 
lnformasi Pajak. 

Pasal 41 

(1) Subbidang Pengolahan Data dan Informasi Pajak ebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 39 huruf b mempunyai tuga melakukan 
pengolahan data dan informasi pendapatan Daerah. 



(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksu pada ayat 
(1), Subbidang Pengolahan Data dan Informasi Pajak mempunyai 
fungsi: 
a. penyusunan rencana operasional kerja seksi pen elolaan data 

dan informasi pajak; 
b. pelaksanaan perekaman data wajib, objek dan sr.u·ek pajak; 
c. pelaksanaan penatausahaan dokumen perek an wajib, 

objek dan subjek pajak; 
d. pelaksanaan pengembangan sistem informasi pe ajakan; 
e. pelaksanaan pelayanan dukungan teknis kompu~r; 
f. pelaksanaan pengelolaan sistem informasi pelay an pajak; 
g. pelaksanaan perhitungan dan pengamatan poten i pajak; 
h. pelaksanaan nomor pokok wajib pajak Daerah; dJ.n 
1. pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan alisa data 

serta penyajian informasi pajak. 

(3) Subbidang Pengolahan Data dan Informasi Pajak ebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Su bidang yang 
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada K pala Bidang 
Data dan Informasi Pajak. 

Pasal 42 

Paragraf 5 
Bidang Penetapan dan Penagihan Pajak 

(1) Bidang Penetapan dan Penagihan Pajak sebagaim a dimaksud 
dalam Pasal 27 ayat (1) huruf e, memp nyai tugas 
menyelenggarakan sebagian tugas BPKPD p da Bidang 
Penetapan dan Penagihan Pajak. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ada ayat (1) 
I Bidang Penetapan dan Penagihan Pajak mempunyai gsi: 

a. perencanaan, mengorganisasikan, melaks akan dan 
mengendalikan program dan kegiatan bidang p netapan dan 
penagihan pajak; 

b. penyusunan kebijakan teknis pemungutan, penetapan, 
penagihan, pemeriksaan dan pengawasan pajak; 

c. penyusunan kebijakan teknis terhadap keberatan, 
pembatalan; 

d. pengurangan ketetapan pajak, pengha usan dan 
pengurangan sanksi administrasi wajib, subje dan objek 
pajak; 

e. pelaksanaan pemungutan dan penagihan Pajak I aerah; 
f. pelaksanaan penatausahaan pembetulan, pembatalan, 

pengurangan ketetapan pajak dan pengh usan atau 
pengurangan sanksi administrasi, keberatan, anding dan 
pengembalian kelebihan pembayaran sesrai dengan 
peraturan perundang-undangan; 

g. pengoptimalan penagihan dan pengelolaan piu g pajak; 
h. pelaksanaan pengawasan, pemeriksaan d penertiban 

terhadap wajib, objek dan subjek pajak; 



j. 

pelaksanaan penetapan, penagihan, keberatan dan 
pengawasan pajak; 
pelaksanaan penatausahaan pengajuan keberatan, 
pengurangan, pernbatalan, pengurangan/P,enghapusan 
sanksi adrninistrasi pajak; 

k. pelaksanaan perneriksaan untuk rnenguji kep 
pajak; dan 
pelaksanaan penghapusan piutang pajak. 1. 

an wajib 

1. 

(3) Bidang Penetapan dan Penagihan Pajak sebagairn a dirnaksud 
pada ayat (1) dipirnpin oleh Kepala Bidang ang dalarn 
melaksanakan tugas berada di bawah dan bertan g jawab 
kepada Kepala Badan rnelalui Sekretaris BPKPD. 

Pasal 43 

Bidang Penetapan dan Penagihan Pajak sebagairnan dimaksud 
dalarn Pasal 27 ayat (1) huruf e membawahi: 
a. Subbidang Penetapan dan Penagihan; dan 
b. Subbidang Pengawasan, Pemeriksaan dan Pelaporan 

Pasal 44 

(1) Subbidang Penetapan dan Penagihan Pajak ebagaimana 
dirnaksud dalam Pasal 43 huruf a mernpunyai tuga 
pelayanan penetapan dan penagihan pajak Daerah. 

(2) Untuk rnelaksanakan tugas sebagaimana dimaksu pada ayat 
(1), Subbidang Penetapan dan Penagihan rnempunyai fungsi: 
a. pelaksanaan urusan penatausahaan g pajak, 

penundaan dan angsuran tunggakan pajak; 
b. pelaksanaan penagihan aktif; 
c. pelaksanaan perhitungan, penetapan dan 

pajak Daerah; 
d. pelaksanaan penyimpanan dokumen-dokumen 
e. pelaksanaan nilai ketetapan pajak; 
f. pelaksanaan proses legalisasi terhadap benda be harga; dan 
g. pelaksanaan legalisasi reklame. 

(3) Subbidang Penetapan dan Penagihan Pajak sebagairnana 
dimaksud pada ayat (1) dipirnpin oleh Kepala Su bidang yang 
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pala Bidang 
Penetapan dan Penagihan Pajak. 

Pasal 45 

(1) Subbidang Pengawasan, Pemeriksaan, dan Pelaporan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b mempunyai 
tugas rnerencanakan dan melakukan pemeriksaan, pengawasan 
terhadap wajib pajak serta menyusun laporan pendapatan 
Daerah. 



(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), Subbidang Pengawasan, Pemeriksaan dan Pelaporan 
mempunyai fungsi: 
a. pelaksanaan penyusunan rencana pemeriksaan; 
b. pelaksanaan pengawasan pelaksanaan aturan emeriksaan, 

penerbitan dan penyaluran surat perintah peme ksaan pajak 
serta administrasi pemeriksaan perpajakan lainn a; 

c. pelaksanaan pemeriksaan wajib, subjek dan obje pajak; 
d. pelaksanaan penatausahaan penghapusan piut g pajak; 
e. pelaksanaan penatausahaan teguran terhadap w iib pajak; 
f. pelaksanaan penatausahaan penyitaan; 
g. pelaksanaan penatausahaan lelang; 
h. pelaksanaan penyusunan profil wajib pajak; 
1. pelaksanaan analisis kinerja wajib pajak; 
J. pelaksanaan rekonsiliasi data wajib pajak d am rangka 

melakukan intensifikasi; 
k. pelaksanaan usulan pembetulan ketetapan p uak, usulan 

pengurangan pajak, serta melakukan evaluasi ha il banding; 
1. pelaksanaan proses keberatan terhadap ketetapab pajak; 
m. pelaksanaan proses pengawasan terhadap realisasi kelebihan 

dan kekurangan pembayaran atas pajak; 
n. pelaksanaan penatausahaan pengawasan ter adap wajib, 

objek dan subjek pajak; 
o. pelaksanaan proses penagihan pendapatan ba · basil dan 

bantuan ke Daerah; 
p. pelaksanaan penatausahaan bagi basil pajak daerah dan 

retribusi daerah ke pemerintah desa; 
q. pelaksanaan koordinasi, rekonsiliasi dan evaluasl penerimaan 

pendapatan Daerah; dan 
r. pelaksanaan monitoring dan penyusunan lapo an realisasi 

penerimaan Daerah dalam rangka optimalisasi pendapatan 
Daerah. 

(3) Subbidang Pengawasan, Pemeriksaan dan Pelaporan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala 
Subbidang yang berada di bawah dan bertan ng jawab 
kepada Kepala Bidang Penetapan dan Penagihan P · ak. 

Paragraf 6 
Bidang Perbendaharaan 

Pasal 46 

(1) Bidang Perbendaharaan sebagaimana dimaksud d am Pasal 27 
ayat (1) huruf f, mempunyai tugas melakukan koordinasi, 
pembinaan, dan pengendalian dalam rangka pen elolaan dan 
penatausahaan belanja Daerah, dan pelaksanaan administrasi 
perbendaharaan Daerah lainnya. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaks d pada ayat 
(1), Bidang Perbendaharaan mempunyai fungsi: 



a. penyiapan rumusan kebijakan dan memberik petunjuk 
teknis serta pembinaan atas sistem pene aan dan 
pengeluaran kas Daerah; 

b. penyiapan rancangan anggaran kas; 
c. penyiapan rancangan Surat Penyediaan Dana; 
d. pengusahaan dan mengatur dana yang diperlukan dalam 

pelaksanaan APBD; 
e. pelaksanaan penempatan dan menyimpan uang aerah; 
f. pengujian Surat Perintah Membayar yang diajuk Pengguna 

Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran; 
g. penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana; 
h. pembayaran atas beban rekening kas umum Dae r-11; 
1. pemantauan pelaksanaan penerimaan dan rengeluaran 

APBD oleh Bank dan/atau lembaga keuangan lr·nnya yang 
telah ditunjuk; 

J. penyiapan dan melaksanakan administrast tuntutan 
perbendaharaan Daerah; j 

k. penyimpanan bukti asli kepemilikan kekay an Daerah 
berupa aset lancar; 

1. pelaksanaan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah 
Daerah; 

m. pengelolaan utang dan piutang Daerah; dan 
n. pemberian saran-saran dan pertimbangan ke ada Kepala 

BPKPD tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu 
diambil dalam bidang tugasnya. 

(3) Bidang Perbendaharaan sebagaimana dimaksud Pfda ayat (1) 
dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksarakan tugas 
pokoknya berada di bawah dan bertanggung ja ab kepada 
Kepala Badan melalui Sekretaris Badan. 

Pasal 47 

Bidang Perbendaharaan sebagaimana dimaksud dalam asal 27 ayat 
(1) huruf r, membawahi: 
a. Subkoordinator Belanja Tidak Langsung; 
b. Subbidang Belanja Langsung; dan 
c. Subbidang Administrasi Perbendaharaan. 

Pasal 48 

(1) Subkoordinator Belanja Tidak Langsung sebagaimara dimaksud 
dalam Pasal 4 7 huruf a mempunyai tugas penyiap3r penerbitan 
Surat Perintah Pencairan Dana, melakukan pe~binaan dan 
memberikan petunjuk teknis sistem penataus34aan belanja 
tidak langsung, serta melaksanakan administrasi pe atausahaan 
atas belanja tidak langsung. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaks d pada ayat 
(1), Subkoordinator Belanja Tidak Langsung mempu yai fungsi: 
a. pelaksanaan pemeriksaan kelengkapan do men Surat 

Perintah Membayar belanja tidak langsung; 



b. pelaksanaan verifikasi dan pengujian atas S~at Perintah 
Membayar belanja tidak langsung menyangkut ketersediaan 
dana, ketepatan pembebanan rekening belanja dan 
kesesuaian dokumen pendukung yang dia~ukan oleh 
pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran; / 

c. pelaksanaan administrasi penatausahaan atar transaksi 
pengeluaran Daerah untuk; I 

d. pelaksanaan koordinasi dalam penerbitan sJat perintah 
pencairan dana dengan Bidang Anggaran an Bidang 
Akuntansi Pertanggungjawaban Keuangan Daer ; 

e. penyiapan rancangan penerbitan Surat Perinta.p Pencairan 
Dana atas realisasi belanja tidak langsung; .J 

f. pelaksanaan koordinasi dan rekonsiliasi atas re isasi belanja 
gaji PNS Daerah dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dan 
Kementerian Keuangan; 

g. pelaksanaan koordinasi dan rekonsiliasi realisasi Perhitungan 
Fihak Ketiga atas belanja gaji PNS Daerah deng PT. Taspen, 
PT. Askes, dan Bapertarum; 

h. pelaksanaan pembinaan dan memberikan pet njuk teknis 
sistem administrasi penatausahaan belanja tid langsung 
terhadap bendahara pengeluaran Satuan Kerjr Perangkat 
Daerah; dan 

1. pemberian saran-saran dan pertimbangan kefada Kepala 
Bi dang Perbendaharaan ten tang langkah-lf gkah dan 
tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugas ya. 

(3) Subkoordinator Belanja Tidak Langsung sebagaiman dimaksud 
pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung ja ab kepada 
Kepala Bidang Perbendaharaan. 

Pasal 49 

(1) Subbidang Belanja Langsung sebagaimana dim~sud dalam 
Pasal 4 7 huruf b mempunyai tugas penyiapan pe~4_rbitan surat 
perintah pencairan dana, melakukan pembinaan dan 
memberikan petunjuk teknis sistem penatausah an belanja 
langsung, serta melaksanakan administrasi pe atausahaan 
belanja Daerah atas belanja langsung. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksu pada ayat 
(1), Subbidang Belanja Langsung mempunyai fungsi 
a. pelaksanaan pemeriksaan kelengkapan do surat 

perintah membayar belanja langsung; 
b. pelaksanaan verifikasi dan melakukan penguji atas surat 

perintah membayar belanja langsung menyangkut 
ketersediaan dana, ketepatan pembebanan reke ing belanja, 
kebenaran perhitungan, dan kesesuai dokumen 
pendukung yang diajukan oleh pengguna anigaran/kuasa 
pengguna anggaran; . / 

c. pelaksanaan administrasi penatausahaan ais transaksi 
pengeluaran Daerah untuk belanja langsung; 

d. pelaksanaan koordinasi dalam penerbitan slat perintah 
pencairan dana dengan Bidang Anggaran dan Bidang 
Akuntansi dan Pertanggungjawaban Keuangan aerah; 



e. penyiapan rancangan penerbitan surat perint pencairan 
dana atas realisasi belanja langsung; 

f. pelaksanaan koordinasi dan rekonsiliasi dengan satuan kerja 
perangkat daerah atas realisasi belanja I gsung yang 
bersumber dari Dana Alokasi Khusus, dana ban uan provinsi 
atau dana transfer lainnya; 

g. pelaksanaan pembinaan dan memberikan penrnjuk teknis 
sis tern administrasi pengeluaran belanja Ian gs; g terhadap 
bendahara pengeluaran satuan kerja perangkat d erah; dan 

h. pemberian saran-saran dan pertimbangan ke ada Kepala 
Bidang Perbendaharaan tentang langkah-llgkah dan 
tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugas ya. 

(3) Subbidang Belanja Langsung sebagaimana dimaks d pada ayat 
(1) dipimpin oleh Kepala Subbidang yang berada ~ bawah dan 
bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perbendah aan. 

Pasal 50 

(1) Subbidang Administrasi Perbendaharaan sebagaim a dimaksud 
dalam Pasal 47 huruf c mempunyai tugas menyiapk rumusan 
regulasi teknis dan kebijakan tentang pengelola keuangan 
Daerah, melaksanakan penatausahaan dan manrjemen kas 
Daerah, dan melaksanakan administrasi per~endaharaan 
Daerah lainnya. 

1 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaks;upada ayat 
(1), Subbidang Administrasi Perbendaharaan memp yai fungsi: 
a. pelaksanaan penyiapan urusan regulasi teknis d kebijakan 

yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan Da!rah; 
b. pelaksanaan penatausahaan dan manajemen pe elolaan kas 

Daerah; 
c. penyusunan rancangan anggaran kas Daerah; 
d. pelaksanaan pemantauan posisi kas Daerah; 
e. penyiapan rancangan Surat Penyediaan Dana; 
f. pengoordinasian analisis/kajian kebijakan pene patan uang 

Daerah dan investasi Daerah; 
g. penyiapan dan melaksanakan administras tuntutan 

perbendaharaan Daerah; 
h. pelaksanaan pemantauan pelaksanaan pene · aan dan 

pengeluaran APBD; 
1. pelaksanaan administrasi perbendaharaan lainny ; dan 
j. pemberian saran-saran dan pertimbangan ke ada Kepala 

Bidang Perbendaharaan tentang langkah-1 gkah dan 
tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasn a. 

(2) 

(3) Subbidang Administrasi Perbendaharaan sebagaim a dimaksud 
pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbidang y berada di 
bawah dan bertanggung jawab kepada Kep a Bidang 
Perbendaharaan. 



Pasal 51 

Paragraf 7 
Bidang Akuntansi dan Pertanggungjawaban Keuang Daerah 

(1) Bidang Akuntansi dan Pertanggungjawaban Keuan an Daerah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat ( ) huruf g, 
mempunyai tugas melaksanakan fungsi tansi dan 
pelaporan serta fungsi pertanggungjawaban pengelolaan 
keuangan Daerah. 

(2) pada ayat 
Keuangan 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksu 
(1), Bidang Akuntansi dan Pertanggungjawab 
Daerah mempunyai fungsi: 
a. penyusunan rancangan Peraturan Daer tentang 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sert Peraturan 
Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan 
APBD; 

b. pelaksanaan penyusunan pedoman dan kebij akuntansi 
berbasis akrual serta sistem akuntansi Pemerin Daerah; 

c. pelaksanaan penyusunan sistem dan prosed r akuntansi 
berbasis akrual; 

d. penyelenggaraan sistem akuntansi dan siste informasi 
keuangan daerah; 

e. pelaksanaan penyusunan laporan laporan 
semesteran dan prognosisi enam bulan be:r:tnya serta 
laporan keuangan akhir tahun berbasis akrual; 

f. pelaksanaan verifikasi atas pertanggungjawaban pendapatan, 
belanja serta pembiayaan Daerah satuan ke11a perangkat 
daerah dan satuan kerja pengelola keuangan da ah; 

g. pelaksanaan pencatatan, pembukuan, penj alan serta 
koreksi atas transaksi penerimaan pendapa dan belanja 
daerah; 

h. penyelenggaraan rekonsiliasi atas laporan keu 
kerja perangkat daerah dengan satuan kerj 
keuangan daerah; 

1. pelaksanaan koordinasi dan konsultasi lintas se oral kepada 
Kernen terian / Lembaga/ Badan/ Instansi serta Pemerintah 
Provinsi; 

J. penyampaikan laporan keuangan Laporan 
Pertanggungjawaban kepada Kementerian/Le aga/Badan/ 
Instansi serta Pemerintah Provinsi; 

k. penyelenggaraan rekonsiliasi atas Kas Daerah 
perbankan; 

1. pelaksanaan pembinaan sistem akuntansi dan sistem 
informasi keuangan Daerah berbasis akrual; d~ 

m. pemberian saran-saran dan pertimbangan k1pada atasan 
tentang langkah-langkah dan tindakan yang erlu diambil 
dalam bidang tugasnya. 

(3) Bidang Akuntansi dan Pertanggungjawaban gan Daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala 
Bidang yang dalam melaksanakan tugas berada i bawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Badan mel · Sekretaris 
BPKPD 



Pasal 52 

Bidang Akuntansi dan Pertanggungjawaban Keuang Daerah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf g, 
a. Subbidang Akuntansi dan Pelaporan; dan 
b. Subbidang Pertanggungjawaban dan Informasi Keuang Daerah. 

Pasal 53 

(1) Subbidang Akuntansi dan Pelaporan sebagaiman 
dalam Pasal 52 huruf a mempunyai tugas 
penyusunan program dan kegiatan Subbidang 
Pelaporan, pengendalian dan pengawasan program 
Subbidang Akuntansi dan Pelaporan, pembinaan 
pelaporan lintas satuan kerja perangkat daerah. 

dimaksud 

tansi dan 
an kegiatan 
ntansi dan 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana climaksu pada ayat 
(1), Subbidang Akuntansi dan Pelaporan mempunyai fungsi: 
a. pelaksanaan penyusunan rencana program d kegiatan 

Subbidang Akuntansi dan Pelaporan; 
b. pelaksanaan penyusunan kebijakan akuntansi, 

petunjuk teknis yang berkaitan dengan akunt si berbasis 
akrual; 

c. pelaksanaan penyusunan prosedur akuntansi penenmaan 
dan pengeluaran kas Daerah; 

d. pelaksanaan penyusunan laporan triwulan an laporan 
semester pertama dan prognosis enam bulan beri tnya; 

e. pelaksanaan rekonsiliasi kas Daerah secara berk a; 
f. pelaksanaan rekonsiliasi per satuan kerja peran at daerah; 
g. pelaksanaan penyusunan laporan dana tran,f er baik ke 

Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi; 
h. penyusunan laporan keuangan Pemerintah Da rah berbasis 

akrual secara sistematis; 
1. pelaksanaan pengujian dan analisa kewajar terhadap 

laporan keuangan satuan kerja perangkat dae ah berbasis 
akrual; 
pelaksanaan koordinasi lintas sektoral terkait 
bidang tugasnya; 

k. pelaksanaan koordinasi antar bidang; 
penginventarisasian permasalahan yang berhub!gan dengan 
laporan keuangan; 

m. pemberian petunjuk, mengawasi dan engevaluasi 
pelaksanaan tugas bawahan; j 

n. memberikan saran dan pertimbangan kepada a, san sebagai 
bahan masukan; dan 

o. pelaksanaan tata tertib administrasi Subbid 
dan Pelaporan. 

j. 

1. 

(3) Subbidang Akuntansi dan Pelaporan sebagaimana di aksud pada 
ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbidang yang ber da di bawah 
dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang ntansi dan 
Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. 



Subbidang Pertanggungjawaban dan Informasi Keuangan Daerah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b, I mempunyai 
tugas perencanaan penyusunan program dan kegiatan 
Subbidang Pertanggungjawaban dan Informasil Keuangan 
Daerah, pengoordinasian dalam penyiapan bahan pelaksanaan 
kegiatan pada Subbidang Pertanggungjawaban dJn Informasi 
Keuangan Daerah dan pelaksanaan kegiatan I Subbidang 
Pertanggungjawaban dan Informasi Keuangan Daerah. 

I 
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksutl pada ayat 
(1), Subbidang Pertanggungjawaban dan lnformaJi Keuangan 
Daerah mempunyai fungsi: I 
a. penyusunan rencana program dan kegiatan Subbidang 

Pertanggungjawaban dan Informasi Keuangan o+rah; 
b. pengumpulan dan pengkajian data dan informasi lainnya 

sebagai bahan perumusan kebijakan telmis pela~oran; 
c. pengumpulan, pengolahan dan analisa data upaya pelayanan 

yang berhubungan dengan pelaporan; I 
d. penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasi; 
e. pelaksanaan tata pembukuan secara sist~matis dan 

kronologis mengenai penerimaan dan pengelukan Daerah 
serta menyiapkan neraca dan catatan atas laporan keuangan; 

f. penyiapan bahan-bahan untuk penyusunan rancangan 
peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan 
APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang 
penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; 

g. pelaksanaan koordinasi lintas sektoral terkait ~elancaran di 
bidang tugasnya; ' 

h. pemberian petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi 
pelaksanaan tugas bawahan; ' 

1. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai 
bahan masukan; dan ' 

J. pelaksanaan tertib administrasi dan menyusun laporan 
pelaksanaan tugas/kegiatan Subbidang Pertan~ngjawaban 
dan Informasi Keuangan Daerah. 

Pasal 54 

(1) 

(2) 

(3) Subbidang Pertanggungjawaban dan Informasi Keuangan Daerah 
sebagaimana dimaskud pada ayat (1) dipimpin ioleh Kepala 
Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 
Kepala Bidang Akuntansi dan Pertanggungjawaban Keuangan 
Daerah. 

Paragraf 8 
Bidang Kekayaan Daerah 

Pasal 55 

(1) Bidang Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 
ayat (1) huruf h, mempunyai tugas melaksanakan tugas dalam 
penatausahaan pengelolaan Barang Milik Daerah. 



(2) 

I 

I 
I 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), Bidang Kekayaan Daerah mempunyai fungsi: I 

a. pemberian pertimbangan rencana kebutuhan Barang Milik 
Daerah; 

b. pemberian pertimbangan rencana kebutuhan 
pemeliharaan/perawatan Barang Milik Daerah pada pengelola 

I barang; ! 
I 

c. pemberian pertimbangan pada pengelola barang atas 
pengajuan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan Barang 
Milik Daerah yang memerlukan persetujuan bupJti; 

d. pemberian pertimbangan pada pengelola barang untuk 
mengatur pelaksanaan, penggunaan, ~emanfaatan, 
pemusnahan, dan penghapusan Barang Milik Daerah; 

e. pemindahtanganan barang milik daerah yang disetujui oleh 
I 

Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat dan Daerah Kabupaten 
Belitung Timur; I 

f. pembantuan Pengelola Barang dalam pelaksanaan koordinasi 
inventarisasi Barang Milik Daerah; : 

g. pengkoordinasian pencatatan Barang Milik D~erah berupa 
tanah dan/ atau bangunan yang telah diserahkan dari 
pengguna barang yang tidak digunakan untuk I kepentingan 
penyelenggaraan tugas dan fungsi PD dan sedang tidak 
dimanfaatkan pihak lain kepada Bupati melal~i pengelola 
barang, serta Barang Milik Daerah yang 1:berada pada 
pengelola barang; / 

h. pengamanan dan memelihara Barang Milik Daerah 
sebagaimana dimaksud pada huruf g; l 

1. pembantuan pengelola barang dalam peng wasan dan 
pengendalian atas pengelolaan Barang Milik Dae~ah; 

J. penyusunan laporan Barang Milik Daerah; I 

k. pengelolaan pusat informasi Barang Milik Daer~; dan 
1. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada atasan 

tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil 
dalam bidang tugasnya. I 

Bidang Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksJiakan tugas 
berada dibawah dan bertanggungjawab kepada K~pala Sadan 
melalui Sekretaris BPKPD. J 

I 

(3) 

Pasal 56 

Bidang Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat 
( 1) huruf h, terdiri dari: 
a. Subkoordinator Inventarisasi dan Penilaian; 
b. Subbidang Perencanaan dan Pemanfaatan; dan 
c. Subbidang Pengendalian dan Penatausahaan. 



Subkoordinator Inventarisasi dan Penilaian memppnyai tugas 
melakukan inventarisasi Barang Milik Daerah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 56 huruf a, dengan j melakukan 
pendataan, pencatatan dan pelaporan hasil pendataan Barang 
Milik Daerah serta melakukan penilaian Barang ~ilik Daerah 
dalam rangka penyusunan neraca Pemerintah Daerah, 
pemanfaatan, atau pemindahtanganan, kecuali dalain hal untuk 

I 
pemanfaatan dalam bentuk pinjam pakai, a tau 
pernindahtanganan dalam bentuk hibah. I 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud fada ayat (1) 
Subkoordinator Inventarisasi dan Penilaian mempunyai fungsi: 
a. pelaksanaan penyusunan rencana kerja; j 

b. pelaksanaan pendataan dan pencatatan barang milik daerah; 
I 

c. pelaksanaan penghimpunan hasil inventarisasi rarang milik 
daerah; 

d. pengoordinasian dan melaksanakan pengtanan dan 
pemeliharaan barang milik daerah; 

e. pengoordinasian dan pelaksanaan penghapusan barang milik 
daerah; 

f. pengoordinasian dan pelaksanaan pemindahtan,anan barang 
milik daerah; 

g. pelaksanaan penilaian barang daerah dalam rangka 
penyusunan neraca pemerintah daerah, penghapusan dan 
pemindahtangan barang milik daerah; dan I 

h. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada atasan 
tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil 
dalam bidang tugasnya. 

Subkoordinator Inventarisasi dan Penilaian 
1sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bert1· ggungjawab 

kepada Kepala Bidang Kekayaan Daerah. 

Pasal 58 j 

Subbidang Perencanaan dan Pemanfaatan f ebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 56 huruf b mempunyai tugas 
melaksanakan perencanaan kebutuhan dengan I melakukan 
perumusan rincian kebutuhan barang milik daerah dan 
melaksanakan pemanfaatan barang milik daerah. 

untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksu pada ayat 
(1), subbidang perencanaan dan pemanfaatan mempunyai 
fungsi: 
a. perencanaan kegiatan dan program subbidang perencanaan 

dan pemanfaatan; 
b. pelaksanaan pendataan dan penyusunan renc a kebutuhan 

barang milik daerah yang meliputi perencana~ pengadaan, 
pemeliharaan, pemanfaatan, pemindahtanganan dan 
penghapusan Barang Milik Daerah; I 

Pasal 57 

(1) 

(2) 

(3) 

(1) 

(2) 



c. perumusan rincian kebutuhan Barang Milik Dferah untuk 
menghubungkan pengadaan barang yang telah / lalu dengan 
keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam 
melakukan tindakan yang akan datang; I 

d. pendokumentasian rencana kebutuhan Barang rilik Daerah 
untuk setiap periode 1 (satu) tahun; 

e. pengoordinasian pelaksanaan pendayagunaan 1parang milik 
daerah yang tidak digunakan untuk penyelen~araan tugas 
dan fungsi satuan kerja perangkat daer dan/ atau 
optimalisasi barang milik daerah dengan tid mengubah 
status kepemilikan; 

f. pemberian pertimbangan teknis dengan memperhatikan 
kebutuhan daerah dan kepentingan umum; I 

g. pengoordinasian dan melaksanankan pemanfartan Barang 
Milik Daerah; dan 

h. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada atasan 
tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil 
dalam bidang tugasnya. 

(3) Subbidang Perencanaan dan Pemanfaatan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Su~bidang yang 
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kipala Bidang 
Kekayaan Daerah. 

Pasal 59 

(1) Subbidang Pengendalian dan Penatausahaan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 56 huruf c mempunyai tugas 
melaksanakan pengendalian dan penataus11 aan serta 
pengawasan atas pengelolaan Barang Milik Daerah. 

untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
mempunyai fungsi: I 
a. perencanaan kegiatan dan program subbidang jengendalian 

dan penatausahaan; 
b. penyusunan rekapitulasi pendaftaran dan pencatatan Barang 

Milik Daerah; I 
c. penghimpunan hasil inventarisasi Barang Milik Daerah; 
d. penghimpunan laporan barang semesteran dan Jahunan dari 

Satuan Kerja Perangkat Daerah; I 
e. penyusunan daftar rekapitulasi mutasi barang tkhunan dari 

Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang; 
f. penyusunan buku induk inventaris Barang Milik Daerah; 
g. pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan pengawasan 

Barang Milik Daerah; 
h. pelaksanaan tugas Penyediaan Data Dan In£rrmasi Pada 

Pusat lnformasi Barang milik daerah; dan 
1. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada kepala 

bidang tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu 
diambil dalam bidang tugasnya. 

(2) 

(3) Subbidang Pengendalian dan Penatausahaan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbidang yang 
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada ~epala Bidang 
Kekayaan Daerah. 



Bagian Kesatu 
Kedudukan dan Susunan Organisasi 

j 
Pasal 60 I 

BKPSDM merupakan unsur pelaksana kebijakan kepegawaian 
dan pengembangan sumber daya manusia di Daerahl 

BKPSDM dipimpin oleh Kepala Badan yang berada dl bawah dan 
bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

(1) Susunan Organisasi BKPSDM terdiri dari: 
a. Kepala Badan; 
b. Sekretariat Badan terdiri atas: 

1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan 
2. Subbagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan. 

c. Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Infodnasi Aparatur 
terdiri atas: I 

1. Subkoordinator Pengadaan dan Pemberhenti~; dan 
2. Subkoordinator Data, Informasi dan Fasilitasi Profesi 

Aparatur Sipil Negara. i 

d. Bidang Mutasi dan Promosi Aparatur terdiri atas:I 
1. Subkoordinator Mutasi dan Kepangkatan; d~ 
2. Subkoordinator Pengembangan Karier dr Promosi 

Aparatur. 
e. Bidang Pengembangan Kompetensi dan Penilaian Kinerja 

Aparatur terdiri atas: 
1. Subkoordinator Penjenjangan, Sertifikasi dan Teknis 

Fungsional; dan 
2. Subkoordinator Penilaian Kinerja dan Penghargaan 

Aparatur. 
f. Kelompok Jabatan Fungsional 

BAB IV 
BKPSDM 

(1) 

(2) 

Pasal 61 

Bagan Susunan Organisasi BKPSDM tercantum pada Lampiran 
III yang merupakan bagian yang tidak terpiJahkan dari 
Peraturan Bupati ini. J 

(2) 

Bagian Kedua 
Tugas dan Fungsi 

Paragraf 1 
Kepala Badan 

Pasal 62 

Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) 
huruf a, mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis dan 
mengelola urusan terkait manajemen ASN. I 

I 

(1) 



Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksur pada ayat 
(1), Kepala Badan mempunyai fungsi: 
a. pengelolaan urusan ketatausahaan BKPSDM; dan 
b. perumusan kebijakan teknis dan pengelolaan urusan dalam 

rangka pelaksanaan manajemen ASN. 

Sekretariat Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat 
(1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yangj mempunyai 
tugas memimpin Sekretariat dalam kegiatan Administrasi 
Umum, Perencanaan Program dan Angg3.fan, serta 
Ketatausahaan berdasarkan petunjuk pelaksanaan ~ang berlaku 
untuk tertib kesekretariatan. I 
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), Sekretariat Badan mempunyai fungsi: L 
a. penyusunan rencana dan program kerja tah an rumah 

tangga BKPSDM; I 

b. penyelenggaraan pengurusan administrasi kepegawaian; 
c. penyelenggaraan pengelolaan keuangan dan perb~ndaharaan; 
d. penyelenggaraan kegiatan umum yang meliputi pengadaan, 

perlengkapan, inventaris, kerumahtanggaan, surkt menyurat, 
kearsipan, protokol dan lainnya; dan 

11 

e. penyelenggaraan perencanaan, evaluasi d pelaporan 
kegiatan BKPSDM. 

Sekretaris Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam 
melaksanakan tugas pokoknya berada di I awah dan 
bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan. 

Pasal 64 

(2) 

Paragraf 2 
Sekretariat Badan 

Pasal 63 

(1) 

(2) 

(3) 

Sekretariat Badan sebagimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) 
huruf b membawahi: 
a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan 
b. Subbagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan. 

Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 64 huruf a mempunyai tugas ~elaksanakan 
pengelolaan urusan umum dan kepegawaian yang /menyangkut 
perlengkapan, kerumahtanggaan, pengelolaan asrt BKPSDM, 
surat menyurat, kearsipan serta pengelolaan jadministrasi 
kepegawaian di lingkungan BKPSDM. I 

Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaim, dimaksud 
dalam ayat (1) mempunyai fungsi: 
a. perencanaan program kegiatan per tahun anggaran 

Subbagian Umum dan Kepegawaian berdasfrkan tugas, 
fungsi dan rencana strategis sebagai ped , man dalam 
pelaksanaan kegiatan; 

b. pengelolaan surat-menyurat dan kearsipan; 

Pasal 65 

(1) 

(2) 



c. pelaksanaan penatausahaan aset BKPSDM; 1 
d. pelaksanaan pengelolaan administrasi perjalanan dinas; 
e. pelaksanaan pengusulan pegawai dan pengang atan dalam 

jabatan; ! 

f. perencanaan peningkatan kompetensi pegawai melalui 
pendidikan dan pelatihan teknis, struktural dan ~ungsional; 

g. pengumpulan data dan menyiapkan bahan usul kenaikan 
pangkat, kenaikan gaji berkala, pensiun, j pemberian 
penghargaan, penempatan formasi, kesejahter~an pegawai, 
mutasi dan pemberhentian pegawai, diklat, ujianl diklat, ujian 
dinas, izin belajar, pembuatan kartu pegawai, Asuransi 
Kesehatan, Tabungan dan Asuransi PenJiun, Kartu 
Istri/Suami; I 

h. penyusunan Daftar Urut Kepangkatan serta meni.elola sistem 
informasi manajamen kepegawaian; 

1. pelaksanaan dan pengaturan fasilitas rapat, pertemuan dan 
upacara, serta melakukan kegiatan kepro,bkolan dan 
administrasi perjalanan dinas; 

J. pelaksanaan pemeliharaan kebersihan, keindahan, keamanan 
dan ketertiban kantor; ~ 

k. penyusunan kebutuhan perlengkapan, pengadaan, 
pemeliharaan gedung kantor, peralatan kantor, engamanan 
aset, usulan penghapusan aset dan menyusun laporan 
pertanggungjawaban atas barang-barang inventdris; 

1. penyiapan bahan pembinaan, memberikan petunjuk teknis 
pengelolaan, verifikasi dan administrasi aset; L 

m. penatausahaan daftar inventaris, arsip dan doku entasi; 
n. penginventarisasian permasalahan-permasalahan sesuai 

bidang tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian secara 
rutin maupun berkala sebagai bahan dasar pemecahan 
masalah; 

o. pemberian penilaian pelaksanaan pekerjaan bawahannya; 
p. pelaksanaan penyusunan laporan Subbagian lUmum dan 

Kepegawaian; dan 
q. pemberian saran dan masukan kepada ata an tentang 

langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang ~erlu diambil 
dalam tugas Subbagiannya. 

(3) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana difaksud pada 
ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah 
dan bertanggungjawab kepada Sekretaris BKPSDM. 

Pasal 66 

Subbagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 64 huruf b mempunyai tugas 
melaksanakan penyusunan rencana anggaran, pehatausahaan 
keuangan, perbendaharaan, verifikasi keuanganJ menyusun 
bahan perumusan kebijakan teknis di bidang ~erencanaan, 
penyusunan program, monitoring dan evaluasi serta pelaporan 
pelaksanaan kegiatan perencanaan BKPSDM. 

( 1) 



(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksu , pada ayat 
(1), Subbagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan 
mempunyai fungsi: 
a. penyusunan rencana dan program kerja tahunan Subbagian 

Keuangan; I 
b. pelaksanaan pengelolaan keuangan BKPSDM yang meliputi 

penyimpanan, pengeluaran, pertanggungjawaban dan 
pembukuan; I 

c. pengkajian ulang setiap dokumen/bukti pengeiuyan uang; 
d. pelaksanaan pencatatan dan pengarsipan doimen/bukti 

pengeluaran uang; 
e. pelaksanaan pengurusan gaji, uang lembur, insentif, uang 

makan uang tambahan beban kerja dan lainnya; I 

f. penyusunan laporan periodik dan .. tentang 
penerimaan dan pengeluaran keuangan; 

g. pengkajian data usul rencana keuangan; 
h. penyiapan bahan pembinaan, memberikan pe juk teknis 

pengelola keuangan; tn 
1. pelaksanaan pembinaan dan memberikan pet juk teknis 

pengelola keuangan; 
J. pelaksanaan urusan pembendaharaan, serta verifikasi dan 

administrasi pengelola keuangan; I 
k. pengumpulan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk 

teknis perencanaan dan pelaporan; I 
1. pelaksanaan kegiatan perencanaan program BKP~DM 
m. penghimpunan data program dan kegiatan dari masing- 

masing Bidang; I 
n. pelaksanaan pembinaan dan memberikan petunjuk teknis 

mengenai penyusunan rencana program dan laporan; 
o. pelaksanaan penyusunan rencana strategis, laporan 

akuntabilitas kinerja instansi pernerintahan, rancangan 
APBD; I 

p. penyiapan bahan laporan penyelenggaraan pemerintahan 
daerah, laporan keterangan pertanggungjawJban Bupati 
sesuai pedoman dan ketentuan yang berlaku; I 

q. penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana program 
danlaporan; I 

r. penyiapan rumusan program kegiatan berdalarkan hasil 
rangkuman rencana kegiatan Bidang-Bidang dalam rangka 

• I 
penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Pl'; 

s. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan 
rencana dan program; 

t. penyusunan laporan Subbagian Keuangan, Perercanaan dan 
Pelaporan; dan 

u. pemberian saran-saran dan pertimbangan-tertimbangan 
kepada atasan tentang langkah-langkah dar.1 tindakan­ 
tindakan yang perlu diambil dalam tugas Subbagiannya. 

(3) Subbagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbagian yang 
berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Se etaris. 



Paragraf 3 
Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Aparatur 

Pasal 67 

(1) Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Aparatur 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf c, 
mempunyai tugas melaksanakan pengelolaa!f kegiatan 
kepegawaian berkaitan dengan pengadaan, pemberhentian, 
pensiun, serta informasi dan fasilitasi profesi ASN. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksur pada ayat 
(1), Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan lnformrsi Aparatur 
mempunyai fungsi: 
a. perencanaan program dan kegiatan pada Bidang Pengadaan, 

Pemberhentian dan lnformasi Aparatur; I 

b. perumusan kebijakan pengadaan, pemberJentian dan 
informasi; 

c. pelaksanaan perencanaan, penyusunan formasi, pengadaan, 
pengangkatan, pembinaan dan disiplin, pe I berhentian, 
pensiun, pengelolaan dan pengembangan sist m informasi 
ASN; 

d. pelaksanaan pengelolaan dan pemrosesan administrasi 
pengajuan Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan, 
Tabungan dan Asuransi Pensiun, uang duka d puma bakti 
bagi PNS; 

e. pemberian fasilitasi lembaga profesi ASN; 
f. pelaporan kegiatan pada Bidang Pengadaan, P1mberhentian 

dan Informasi Aparatur; dan 
g. pemberian saran dan masukan kepada atasan tentang 

langkah-langkah dan tindakan yang perlu dibbil dalam 
bidang tugasnya. I 

Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informajsi Aparatur 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin 

1oleh 
Kepala 

Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 
Kepala Badan melalui Sekretaris BKPSDM. 

(3) 

Pasal 68 

Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan lnformasi Aparatur 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (11) huruf c 
membawahkan: 
a. Subkoordinator Pengadaan dan Pemberhentian; dan 
b. Subkoordinator Data, Informasi dan Fasilitasi Profesi Aparatur 

Sipil Negara. 

Pasal 69 

(1) Subkoordinator Pengadaan dan Pemberhentian ebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 68 huruf a, memp nyai tugas 
pelaksanaan pengadaan dan Pemberhentian serta p nsiun ASN. 



I 
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), Subkoordinator Pengadaan dan Pemberhentian mempunyai 
fungsi: 
a. pelaksanaan Penyusunan rencana kerja; 
b. penyusunan kebutuhan dan menyiapkan usulan penetapan 

formasi ASN; 
c. pelaksanaan proses pengadaan ASN; I 

d. penyusunan usulan pengangkatan Calon ASN; 
e. pelaksanaan pembinaan, memproses laporan disiplin dan 

pemberhentian Aparatur; J 
f. pelaksanaan verifikasi tingkat kehadiran Aparat ; 
g. pelaksanaan proses admiinstrasi kepegawaian yang meliputi 

pensiun, pengajuan Badan Pertimbangan I Tabungan 
Perumahan, Tabungan dan Asuransi Pensiun, ilang duka, 
puma bhakti Aparatur, kartu pegawai, Kartu suaini/istri; 

h. penyiapan, pencatatan, dan pemeliharaan kartu f anksi atas 
pelanggaran disiplin pegawai; I. 

1. pelaksanaan evaluasi dan peyusunan laporan k:E·atan; dan 
J. pemberian saran dan masukan kepada atas tentang 

langkah-langkah dan tindakan yang perlu di bil dalam 
bidang tugasnya. 

(3) Subkoordinator Pengadaan dan Pemberhentian sebagaimana 
dimaksud pada ayat (I) berada di bawah dan bertanf1 ngjawab 
kepada Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian d lnformasi 
Aparatur. 

Pasal 70 

(1) Subkoordinator Data, Informasi 
sebagaimana dimaksud dalam 
melaksanakan tugas melaksanakan 
dokumentasi dan informasi kepegawaian 
ASN. 

dan Fasilitasi Profesi ASN 
Pasal 68 hurulr b dalam 

I 
pengolahan data, 

serta fasilitasi prof esi 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 
( 1), Subkoordinator Data, lnformasi dan Fasilitasi Profesi ASN 
mempunyai fungsi: 
a. pelaksanaan penyusunan rencana kerja; 
b. pelaksanaan pengembangan sistem informasi ASf; 
c. pengelolaan, evaluasi data dan sistem informasi SN; 
d. pengelolaan arsip dan dokumen kepegawaian; 
e. perencanaan, pengoordinasian dan pelaksan~an fasilitasi 

kelembagaan prof esi ASN dan lembaga ASN lainnya]; 
f. pemrosesan izin dan cuti ASN; I 
g. pelaksanaan evaluasi dan peyusunan laporan kegiatan; dan 
h. pemberian saran dan masukan kepada atasan tentang 

langkah-langkah dan tindakan yang perlu dbbil dalam 
bidang tugasnya. 

(2) 



I 
(3) Subkoordinator Data, Informasi dan Fasilitasi Profesi ASN 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengadaan, 
Pemberhentian dan Informasi Aparatur. 

Paragraf 4 
Bidang Mutasi dan Promosi Aparatur 

Pasal 71 

(1) Bidang Mutasi dan Promosi Aparatur sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 61 ayat (1) huruf d, mempunyai tugai melakukan 
pengelolaan mutasi, penempatan pegawai, administrasi 
kepangkatan dan promosi ASN. 

(2) 

(3) 

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dim sud pada 
ayat (1), Bidang Mutasi dan Promosi Aparatur mempunyai 
fungsi: 
a. perencanaan program dan kegiatan pada Bidang Mutasi dan 

Promosi Aparatur; 
b. pelaksanaaan dan pemprosesan pengangkatan Calon PNS 

menjadi PNS; 
c. pelaksanaan pelantikan dan pengambilan sumpah/janji 

PNS, pejabat struktural dan fungsional; 
d. pelaksanaaan penempatan dan promosi ASN; 
e. pelaksanaaan seleksi terbuka Jabatan Pimpiran Tinggi 

Pratama; 
f. pelaksanaaan administrasi kepangkatan PNS Daerah; 
g. pelaksanaaan pengangkatan/pemberhentian PNi dalam dan 

dari dalam jabatan struktural dan fungsional; 
h. pelaksanaaan pemetaan dan penempatan RNS sesuai 

dengan kompetensi; 
1. pelaksanaaan evaluasi penempatan pegawai; 
J. pelaksanaaan administrasi peninjauan masa kerja pegawai; 
k. verifikasi pelaksanaan mutasi pegawai; I 

1. pelaksanaan pengelolaan dan pemrosesan kenaikan gaji 
berkala termasuk perubahan pemberian tunjangan 
keluarga; 

m. menghimpun daftar urut kepangkatan; 
n. pelaksanaan ujian dinas dan ujian kenaikan ~angkat dan 

penyesuaian ijazah; . I 
o. pelaporan kegiatan pada Bidang Mutasi dan Promosi 

Aparatur; dan I 

p. pemberian saran dan masukan kepada atasan tentang 
langkah-langkah yang perlu diambil dalam bid1 tugasnya. 

Bidang Mutasi dan Promosi Aparatur sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidanglyang berada 
di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui 
Sekretaris BKPSDM. 



Pasal 72 

Bidang Mutasi dan Promosi Aparatur sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 61 ayat (1) huruf d, membawahi: 
a. Subkoordinator Mutasi dan Kepangkatan; dan 
b. Subkoordinator Pengembangan Karir dan Promosi Aparatur. 

Pasal 73 

(1) Subkoordinator Mutasi dan Kepangkatan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 72 huruf a mempllf1yai tugas 
melaksanakan proses mutasi, kepangkatan dan relaksanaan 
pengelolaan kenaikan gaji berkala. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksu1 pada ayat 
(1), Subkoordinator Mutasi dan Kepangkatan mempunyai fungsi: 
a. pelaksanaan Penyusunan rencana kerja; I 
b. pelaksanaan pemprosesan pengangkatan Cal on r NS menjadi 

PNS; 
c. penyiapan pelaksanaan pengambilan sumpah/janji PNS; 
d. penyiapan analisa dan pertimbangan mutasi kepflgkatan; 
e. penyiapan pelaksanaan mutasi kepangkatan peg~wai; 
f. pelaksanaan verifikasi dan memproses rancangan keputusan 

penempatan dan kenaikan pangkat pegawai; 
g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan ha "I kegiatan 

kepangkatan; 
h. pelaksanaan verifikasi dan memproses administrasi 

peninjauan masa kerja pegawai; 
1. pelaksanaan verifikasi dan pelaksanaan administrasi 

penempatan pegawai sesuai dengan kompetensinya; 
J. pelaksanaan verifikasi dan proses dolrumen mutasi pegawai; 
k. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil ke1giatan pada 

Subbidang Mutasi dan Kepangkatan; dan 
1. pemberian saran dan masukan kepada atasan tentang 

langkah-langkah yang perlu diambil dalam bidant tugasnya. 

(3) Subkoordinator Mutasi dan Kepangkatan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jtwab kepada 
Kepala Bidang Mutasi dan Promosi Aparatur. j 

Pasal 74 

(1) Subkoordinator Pengembangan Karir dan Promosi Aparatur 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf b mempunyai 
tugas untuk melaksanakan proses promosi, 
pengangkatan/pemberhentian dalam/dari ja~.atan dan 
kesejahteraan pegawai. 

1 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksl pada ayat 
(1), Subkoordinator Pengembangan Karir dan Prombsi Aparatur 
mempunyai fungsi : 

(2) 



a. pelaksanaan Penyusunan rencana kerja; 
b. penyiapan pelaksanaan pengangkatan/pemberhentian 

I 
pegawai negeri sipil dalam/ dari jabatan struktural dan 
fungsional; 

c. pelaksanaan verifikasi dan proses draf keputusan 
pengangkatan /pemberhentian dalam/dari jabatan 
struktural dan fungsional; 

d. penyiapan pelaksanaan pelantikan dan plngambilan 
sumpah jabatan; 

e. penghimpunan daftar urut kepangkatan; 
f. penyusunan analisa dan memverifikasi berkas usulan 

promosi Aparatur; 
g. perencanaan dan pelaksanaan ujian dinas dan ujian 

kenaikan pangkat dan penyesuaian ijazah; 
h. penyiapan pelaksanaan seleksi terbuka Jaba~ Pimpinan 

Tinggi Pratama; 
i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pada Subbidang 

Pengembangan Karir dan Promosi Aparatur; dan 
J. pemberian saran dan masukan kepada atasan tentang 

langkah-langkah yang perlu diambil dalam bidan tugasnya. 

Paragraf 5 
Bidang Pengembangan Kompetensi dan Penilaian Kine a Aparatur 

Pasal 75 

Bidang Pengembangan Kompetensi dan PenilE·an Kinerja 
Aparatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 a at (1) huruf 
e, mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelol kegiatan 
yang berkaitan dengan pengembangan kompetensi d penilaian 
kinerja ASN. 

(1) 

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dim sud pada 
ayat (1), Bidang Pengembangan Kompetensi Penilaian 
Kinerja Aparatur mempunyai fungsi: 
a. perencanaan program dan kegiatan p a Bidang 

Pengembangan Kompetensi dan Penilaian Kinerj Aparatur; 
b. pengumpulan dan pengolahan data dal rangka 

penyusunan analisis kebutuhan pengembangj kompetensi 
dan sertifikasi ASN; 

c. perencanaan penyelenggaraan pengembangan kompetensi 
dan sertifikasi ASN; 

d. penyelenggaraan pengembangan kompetensi dan sertifikasi 
ASN melalui pelaksanaan, pengiriman dan = 

e. pelaksanaan penilaian kinerja dan pemberian enghargaan 
ASN; 

f. pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis lesejahteraan 
ASN; 

g. pelaksanaan monitoring, evaluasi, penyusunan , ertimbangan 
teknis dan laporan pada Bidang Pengembangan Kompetensi 
dan Penilaian Kinerja Aparatur; dan 

h. pemberian saran dan masukan kepada a san tentang 
langkah-langkah yang perlu diambil dalam bidan tugasnya. 

(2) 



(3) Bidang Pengembangan Kompetensi dan Penil an Kinerja 
Aparatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di impin oleh 
Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab 
kepada Kepala Badan melalui Sekretaris BKPSDM. 

Pasal 76 

Bidang Pengembangan Kompetensi dan Penilaian Kin¥"a Aparatur 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf e embawahi: 
a. Subkoordinator Penjenjangan, Sertifikasi dan Teknis gsional; 

dan 
b. Subkoordinator Penilaian Kinerja dan Penghargaan Aparatur. 

Pasal 77 

(1) Subkoordinator Penjenjangan, Sertifikasi dan Tekni Fungsional 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf a mempunyai 
tugas melaksanakan perencanaan, pen oordinasian, 
pelaksanaan, pengevaluasian dan pelaporan pen elenggaraan 
dan pengembangan kompetensi sumber day manusia, 
peningkatan kualifikasi pendidikan Aparatur, Pe gembangan 
Kompetensi dan sertifikasi Aparatur serta mo itoring dan 
evaluasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatih struktural 
dan teknis fungsional. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksu pada ayat 
( 1), Subkoordinator Penjenjangan, Sertifikasi 
Fungsional mempunyai fungsi : 
a. pelaksanaan penyusunan rencana kerja; 
b. penyusunan dan pelaksanaan analisis kebutuh Pendidikan 

dan pelatihan, pengembangan kompetensi d sertifikasi 
aparatur sesuai kebutuhan prioritas masing-masing PD; 

c. pelaksanaan kerjasama dengan lembaga/instansi terkait 
dalam melaksanakan diktat, pengembangan ko petensi dan 
sertifikasi ASN; 

d. pelaksanaan penyusunan metode, silabi, modul I an pedoman 
pendidikan dan pelatihan, pengembangan ko petensi dan 
sertifikasi ASN; 

e. pelaksanaan pengiriman peserta dan 
pendidikan dan pelatihan, pengembangan 
sertifikasi ASN; 

f. pelaksanaan pendataan dan memproses izin belajar dan 
tugas belajar bagi ASN; 

g. pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan penyusf an laporan 
pada Subbidang Penjenjangan, Sertifikasi dan Teknis 
Fungsional; dan 

h. pemberian saran dan masukan kepada Jsan tentang 
langkah-langkah yang perlu diambil dalam bid g tugasnya. 

(3) Subkoordinator Penjenjangan, Sertifikasi dan Tekn~s Fungsional 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah danl bertanggung 
jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Ko petensi dan 
Penilaian Kinerja Aparatur. 

elenggaraan 
petensi dan 



(1) Subkoordinator Penilaian Kinerja dan Pengharga Aparatur 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf b mempunyai 
tugas melaksanakan kegiatan penilaian kinerja dan 1enghargaan 
ASN. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), Subkoordinator Penilaian Kinerja dan Pengharg al~ Aparatur 
mempunyai fungsi: 
a. pelaksanaan penyusunan rencana kerja; 
b. pelaksanaan fasilitasi penyusunan penilaian kine ia ASN; 
c. pelaksanaan verifikasi dokumen penilaian kinerj ASN; 
d. pelaksanaan evaluasi basil penilaian kinerja ASN 
e. pelaksanaan proses dan pengusulan pemberian 

penghargaan ASN; 
f. pelaksanaan dan penyusunan kebijak teknis 

kesejahteraan ASN; 
g. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; 1an 
h. pemberian saran dan masukan kepada ataSfUl tentang 

langkah-langkah yang perlu diambil dalam bidang tugasnya. 

(3) Subkoordinator Penilaian Kinerja dan Pengharga+ Aparatur 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah dan I ertanggung 
jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Kom etensi dan 
Penilaian Kinerja Aparatur. 

Pasal 78 

BABV 
JABATAN PERANGKAT DAERAH 

Pasal 79 

(1) Kepala Badan Daerah merupakan jabatan Eselrn Ilb atau 
Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama. 

(2) Sekretaris pada Badan Daerah merupakan jabatan Eselon Illa 
atau Jabatan Administrator. 

(3) Kepala Bidang pada Badan Daerah merupakan jaiatan Eselon 
Illb atau Jabatan Administrator. 

(4) Kepala Subbagian, Kepala Subbidang pada B dan Daerah 
merupakanjabatan Eselon IVa atau Jabatan Penga as. 

BAB VI 
JABATAN FUNGSIONAL 

Pasal 80 

(1) Pada masing-masing unit kerja di lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Belitung Timur dapat dibentuk sejuml kelompok 
Jabatan Fungsional sesuai kebutuhan dan berdasarkan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 



(2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan 
kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing­ 
masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang­ 
undangan 

(3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dim sud pada 
ayat (2) di pimpin oleh Subkoordinator sesuai d ngan ruang 
lingkup tugas dan fungsi. 

(4) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pad ayat (3) 
melaksanakan tugas membantu pejabat adminis ator dalam 
penyusunan rencana, pelaksanaan dan p I ngendalian, 
pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada sa u kelompok 
substansi pada masing-masing pengelompokan ur ian fungsi. 

Pasal 81 

(5) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat 
(4) ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian atas usulan 
pejabat yang berwenang. 

(6) Ketentuan mengenai pembagian tugas Su koordinator 
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Kepala 
Daerah. 

(1) Selain jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pa al 80, pada 
PD terdapat Jabatan Pelaksana. 

(2) Jumlah dan jenis Jabatan Pelaksana sebagaim a dimaksud 
pada ayat (1) ditentukan berdasarkan analisis abatan dan 
beban kerja dari setiap fungsi penyelenggar Urusan 
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 

(4) Jabatan Fungsional berada di bawah dan bertan g jawab 
kepada Kepala Badan, Sekretaris Badan, Ke ala Bidang, 
Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang y g memiliki 
keterkaitan dengan pelaksanaan tugasnya sesuai j njangnya. 

(3) Jabatan pelaksana berada di bawah dan bertan 
kepada Kepala Subbagian dan/atau Subkoordinat r. 

BAB VII 
TATAKERJA 

Pasal 82 

( 1) · Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan, Sekretaris 
Badan, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Subbidang 
dan Jabatan Fungsional harus menerapkan prinsip koordinasi, 
integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik dal lingkungan 
organisasi maupun dengan PD lainnya. 

(2) Setiap pimpinan wajib melaksanakan pengaw san melekat 
pada bawahan yang dipimpin dan ap ila terjadi 
penyimpangan segera mengambil langkah-1 gkah yang 
diperluk:an sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- 

1 

undangan. 



(3) Dalam hal Kepala Badan berhalangan, diwakilkan kepada 
Sekretaris, apabila Sekretaris berhalangan, maka diwakilkan 
kepada Kepala bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

BAB VIII 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 83 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan 
Bupati Nomor 59 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi, Tugas, 
Fungsi dan Tata Kerja Badan Kabupaten Belitung Timur (Berita 
Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2017 Nomor 59) 
sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Bupati Nomor 53 
Tahun 2019 ten tang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung 
Timur Nomor 59 Tahun 2017 ten tang Susunan Organisasi, Tugas, 
Fungsi dan Tata Kerja Badan Kabupaten Belitung Timur (Berita 
Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2019 Nomor 53), dicabut 
dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 84 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur. 

Ditetapkan di Manggar 
pada tanggal 7 Januari 2022 
BUPATI BELITUNG TIMUR, 

ttd 
BURHANUDIN 

Diundangkan di Manggar 
pada tanggal 7 Januari 2022 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN BELITUNG TIMUR, 

ttd 
IKHWAN FAHROZI 

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 11 

ngan aslinya 
HUKUM, 

' AMR - .. 
NIP. 197 i060 



LAMPIRAN I 
PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR 
NOMOR 11 TAHUN 2022 
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA 
BADAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR 

SUSUNAN ORGANISASI 
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR 

KEPALA SADAN 

SEKRETARIAT 
KELOMPOK 
JABATAN ----------------------------- I FUNGSIONAL --------------------- 

SUBKOORDINATOR 
SUBBAGJAN UMUM SUBKOORDINATOR PERENCANAAN, KELOMPOK 

DAN KEPEGAWAIAN KEUANGAN EVALUASIDAN JABATAN 

PELAPORAN FUNGSIONAL 

BIDANG PERENCANAAN, BIDANG PENELITIAN DAN BIDANG PEMERINTAHAN DAN BIDANG PEREKONOMIAN, SUMBER 
PENGENDALIAN DAN EVALUASI PENGEMBANGAN DAERAH PEMBANGUNAN MANUSIA DAYA ALAM, INFRASTRUKTUR DAN 

PEMBANGUNAN DAERAH KEWILAYAHAN 

SUBKOORDINATOR SUBKOORDINATOR SUBKOORDINATOR SUBKOORDINATOR 
-- PENELITIAN DAN - PEMERINTAHAN - PEREKONOMIAN DAN SUMBER PERENCANAAN DAN PENDANAAN I 

I PENGKAJIAN DAYA ALAM I 
I 
I 
I 
I 

SUBKOORDINATOR l SUBKOORDINATOR SUBKOORDINATOR SUBKOORDINATOR 
-- PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PEMBANGUNAN, INOVASI - - - - INFRASTRUKTUR DAN 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
l---- 

PELAPORAN DAN TEKNOLOGI 

KELOMPOK JABATAN 
FUNGSIONAL 

KELOMPOK JABATAN 
FUNGSIONAL 

ai dengan aslinya 
,nJll:]1n,.nJAN HUKUM, 

- 
LLAH, SH. 

0602 200604 1 005 

PEMBANGUNAN MANUSIA KEWILAYAHAN 

KELOMPOK JABATAN 
FUNGSIONAL 

KELOMPOK JABATAN 
FUNGSIONAL 

BUPATI BELITUNG TIMUR, 

ttd 

BURHANUDIN 
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